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ABSTRAK

AWALUDDIN MUHAMMAD (B11189128), Frospek Fidana
Mati Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan (dibimbing oleh Bapak
H.A Dijalal Abubakar dan Bapak Syamsuddin Muchtar).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap lebih jauh
mengenai eksistensi dan efektivitas pidana mati di Indonesia dalam
menyikapi kontroversi yang berkembang di masyarakat.

Secara institusional peneliian dilaksanakan di Pengadilan
Tinggi Sulawes: Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kantor
Wilayah Departemen Agama Sulawesi Selatan dan Pengadilan negeri
Maros. Adapun peneliian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan
Wilayah Sulawesi Selatan, Perpustakaan Masjid Al Markaz Al Islami
Makassar, UPT Perpustakaan UNHAS dan Perpustakaan Fakultas Hukum
UNHAS, Guna mendapatkan data-data pendukung yang valid diadakan
pula penelitian lapangan berupa penyebaran angket dengan jumlah
reponden sebanyak 50 orang. Selain itu juga dilakukan wawancara
dengan tckoh masyarakal dan beberapa narasumber yang dianggap
berkompeten. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis
kuantitatif dan kualitatif,

Hasil yang diperoleh dan penelitian adalah : (1). Pidana mat
merupakan pidana maksimal yang telah dikenal cleh masyarakat
Indonesia sejak dahulu kala, Hukum adat kerajaan-kerajaan nusantara di
masa lampau telah melegitimasi penerapan pidana mati. (2). Pidana mat
menjadi perdebatan kiasik ketika secara statistik tidak mampu
menanggulangi peningkatan angka kejahatan. (3). Sejak tahun 1845
hingga sasat ini pemerintah telah menjatuhkan vonis pidana mati kepada
62 orang terdakwa. 15 diantaranya telah dieksekusi di hadapan regu
tembak. (4). Pidana mati masih relevan untuk diterapkan di Indonesia
mengingat kompleksitas kejahatan yang terus berkembang. Indikator ini
terlihat dari kebijakan pemerintah dalam penyusunan peraturan
perundang-undangan serta reaksi masyarakat dalam menyikapi kejahatan
di sekitamya.
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BAB 1

FPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

kKejahatan merupakan fenomena yang tak terpisahkan dalam
sejarah peradaban umat manusia, Tak satu pun negara di dunia
yang terbebas dan aksi keahatan, bak itu negara maju maupun
negara berkembang. Dinamika perkembangan umat manusia telah
melahirkan kompleksitas dunia kejahatan. Kemajuan yang timbul
dalam masyarakat modern, dengan segala kemajemukannya,
semakin memperbesar peluang terjadinya konflik kepentingan serta
tindak pelanggaran dan kKejahatan oleh seliap manusia. Kejahatan di
abad 21 yang semakin canggih dan lebih terorganisir telah menjadi
sebuah epidemi yang sangat meresahkan masyarakat.

Pada dasamya tujuan pembentukan hukum pidana adalah
sebagal upaya pemberantasan kejahatan serta untuk melindung
warga masyarakat dan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
Adalah sebuah khayalan belaka bila kita berharap kejahatan akan
lenyap dar dunia ini dengan sendirinya. Ujung fombak dari
pelaksanaan hukum pidana ialah adanya penerapan sanksi terhadap
pelaku kejahatan. Sanksi tersebut merupakan konsekuensi logis dan
pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh warga masyarakat

ity sendir,



Dalamn sejarah peradaban umat manusia, sanksi pidana yang
terberat adalah pidana mati. Sejak dahulu pidana mati senantiasa
menuai kontradiksi pendapat. Hal ini diakibatkan oleh sifat pidana
mati yang secara substansial bersinggungan langsung dengan
masalah nyawa manusia. Pada prinsipnya kematian adalah suatu hal
yang mutlak bagi seliap manusia. Namun kematian yang
direncanakan, seperti eksekusi pidana mali, akan memunculkan
sebuah perspektf lain yang bermuara pada timbulnya gejolak
psikologis. Atas dasar hak moral apa kita sebagai manusia
memutuskan untuk menghentikan hidup seseorang. Sementara di
zisi lain penjatuhan pidana mati bagaikan keberhasilan penegakan
supremasi hukum.

FPenentangan terhadap eksistensi pidana mati, yang dirintis
oleh Cesare Beccana (1738-1794), semakin menguat ketika
kejahatan terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Baik itu
dalam ruang lingkup nasional maupun intemasional. Padahal
beberapa dari kejghatan tersebut, bagi pelakunya telah diancam
dengan pidana mati. Di antaranya adalah pembunuhan berencana,
pembajakan, pencurian dengan pemberatan dan makar. Adalah
sebuah kenyataan di zamannya ketika para pencopet tetap beraksi di
tengah-tengah kerumunan masyarakat yang menyaksikan eksskusi

pidana mati terhadap “rekan seprofesi mereka®. (Sahetapy 1982:216)
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Pro dan kontra fentang penerapan pidana mali%::i.i tinﬁﬁ;ﬁ%
kembali merebak ketika Presiden RI, Megawati Sukarmoputen,
menoclak permohonan grasi enam terpidana mati dalam kasus
pembunuhan dan narkoba di awal tahun 2003, Disusul oleh putusan
Pengadilan Negeri Denpasar yang menjatuhkan veonis pidana mati
kepada sejumlah terdakwa kasus Bom Bali. Puluhan terpidana mati,
yang tengah menunggu eksekusi, di seluruh Indonesia masih
menunggu perubahan statusnya dengan berharap pengampunan
dan Presiden melalui jalur grasi. Realita ini semakin menegaskan
sikap pemerintah untuk tetap menerapkan pidana mati sebagai
hukum positif. Reaksi keras bermunculan dan berbagai kalangan.
Opini masyarakat pun terbelah ke dalam dua kutub yang berlawanan,
Antara pro dan konira terhadap pidana mati. Kalangan pro
berpendapat babwa selama masih menjadi hukum positif maka
pidana mati harus tetap dilaksanakan. Sementara kalangan yang
kontra mengedepankan isu HAM sebagai argumen dasarnya.

Mengacu pada kontradiksi ftersebut di atas, maka penulis
mencoba melakukan analisis mendalam berkaitan dengan
keberadaan pidana mati sebagai sanksi terberat dalam hukum
nasional Indonesia. Upaya ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi
yang benudul :

"PROSPEK FIDANA MATI SEBAGAI SARANA

FENANGGULANGAN KEJAHATAN -



1.2. Rurnusan Masalah
Mengacu pada konstruksi pemikiran serta relevansi terhadap
judul skripsi di atas maka rumusan masalah yang akan dipecahkan
adalah :
1. Bagaimana sejarah eksistensi pidana mati dalam hukum positif
Indonesia ?
2. Bagaimana prospek pidana mati sebagai sarana penangguiangan

kejahatan di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia 7

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1. Tujuan dan penulizan skripsi ini adalah :
1. Untuk menelaah iebih lanjut tentang eksistensi pidana
mati dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui hal-hal pokok yang mendasari
timbulnya pro dan kontra tEH.'llang pidana mati
3. Untuk mengetahui efektivitas penerapan pidana mati
dalam upaya penanggulangan kejahatan.
1.3.2, Kegunaan dar penulisan skripsi ini adalah :
1. Sebagai wacana ilmiah dalam menyikapl kontroversi
penerapan pidana mati, khususnya di Indonesia.
2. Sebagai sumber data dan informasi bagi masyarakat

umum khususnya yang memiliki relevansi dengan pidana

mati.



BAB 2

TINJALAN PLUSTAEA

2.1, Pengertian Pidana

Penjatuhan pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan
status sosial seseorang dalam  interaksinya di  tengah-tengah
masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, seseorang yang digatuni
pidana diangoap sebaaai grang yang tercaela, Hal int senada dengan
pendapat Soedarto (Prakoso,1984:13) vang mengatakan bahwa ;

*Fidana bukan hanya fidak enak dirasakan pada wakiu
dilalani, tetapi sesudah orang vang dikenai itu masih
merasakan akibatnya vang berupa cap oieh masvarakat,
bahwa 12 pemah berbuat jahaf Cap ini dalam ilmu
pengetahuan disebut stigma. Jadi orang tersebut mendapat
stigma dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-clsh
dipidana seumur hidup.”

Cleh beberapa ahli hukum pidana, istilah pidana seringkali
disinonimkan dengan kata hukurnan dan sanksi. Namun kesemuanya
bermuara pada sebuah kesimpulan mendasar bahwa pidana
merupakan pendentaan atau kesengsaraan. Karena pada hakikatnya
hukum pidana mengancam bagi para pelanggar hukum dengan
pendentaan khusus dan menjatuhkan dernta bagi siapapun vang
melanggamya.

Dalam penjelasan Pasal 10 KUHP diuraikan bahwa pidana

adalah suatu perasaan bidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh



hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-
undang hukum pidana,

Perumusan definisi pidana telah dikemukakan cleh sejumlah
anli, diantaranya :

Soedarto (Muladi,1992:21), mengemukakan bahwa pidana
adalah pendertaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Roeslan Saleh (Prodjohamidjojo,1997.57), mengatakan
bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang
dengan sengaja diimpakan negara pada pembuat delik.

Menurut Van Hamel (Prodjchamidjojo, 1997:57), pidana (sfrar)
merupakan suatu penderitaan khusus yang telah dijatuhkan oleh
kekuasaan yang berwenang unfuk menjatuhkan pidana atas nama
negara sebagali penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi
seorang pelanggamya, yailu semata-mata karena orang tersebut
telanh melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh
negara.

Simons (Prodjohamidjojo,1987:57), mengemukakan bahwa
pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang telah
diakibatkan dengan pelanggaran terhadap suatu nomma, yang

dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang
bersalah.



Algra Jansen (Prodjohamidjojo, 1997:57), mengatakan bahwa
pidana adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk
memperingati mereka yang lefah melakukan suatu perbuatan yang
tidak dibenarkan, reaksi dan penguasa tersebut telah mencabut
kembali sebagian dari perdindungan yang seharusnya dinikmati oleh
terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaru
seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Ted Honderich (Muladi,1992:21), mengatakan bahwa pidana
adalah suatu pengenaan yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa
kerugian atau pendantaan) kepada pelaku tindak pidana.

Fupert Cross (Muladi, 1992:22) sendin menganggap bahwa
pidana berarfi pengenaan penderitaan oleh negara kepada
sesecrang yang felah dipidana karena suatu kejahatan.

Dari berbagal pendapat diatas dapat ditark kesimpulan
bahwa unsur-unsur pokok dan sebuah pidana adalah :

a. Merupakan sebuah penderitaan yang tidak menyenangkan.

b. Dijatuhkan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki
kewenangan akan hal tersebut.

c. Dijatuhkan kepada barangsiapa yang telah melakukan kejahatan

menurut undang-undang yang berlaku,



2.2. Dasar Hukum Pidana Mati di Indonesia ~i

Dalarn Buku Pertama Pasal 10 KUHP dijelaskan bahwa
pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan
dan denda.

b. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu,
perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan
oleh hakim.

Kemudian dalam Pasal 11 KUHP dikemukakan bahwa
Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan
menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana
kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri, Dalam
perkembangannya tata cara pidana mati kemudian mengalami
perubahan, dari cara digantung menjadi ditembak mati, sebagaimana
yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 PnPs Tahun 1964,

Menurut KUHP jenis kejahatan yang diancam dengan pidana
mati adalah :

a. Makar dengan maksud membunuh Presiden dan Wakil Presiden
(Pasal 104).

b. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga teradi
perang {Pasal 111 ayat 2 ).

¢. Pengkhianatan di waktu perang (Pasal 124 ayat 3).




d. Menghasut dan memudahkan tenadinya huru-hara (Pasal 124
bis).

e. Pembunuhan berencana terhadap Kepala Negara sahabat (Pasal
140 ayat 3).

f. Pembunuhan berencana (Pasal 340).

9. Pencurian dengn kekerasan secara bersekutu  yang
mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 1).

n. Pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian (Pasal 444),

I. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K
ayat 2 dan Pasal 142 O ayat 2).

Ancaman pidana mati juga tercantum dalam bebagai

peraturan perundang-undangan di luar KUHP, yaitu

- Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang Nomer 7/0rt/1955).

. Tindak Pidana Markotik dan Psikotropika (UU No. 22 Tahun 1997

dan UU No. 5 Tahun 1297),
. Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 tahun 2001).
. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun
2000).
. Tindak Pidana Terorisme (Perpu No. 1 Tahun 2002).
Satu hal yang patut dicermati adalah dalam setiap ancaman
pidana mati tersebut selalu dicantumkan alternatf berupa pidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara selama dua puluh tahun.



2.3, Teor-teor Tujuan Pemidanaan

Perumusan  teori-teon  tentang tujuan  pemidanaan
dimaksudkan untuk menganalisis dasar dar hak negara dalam
menjatuhkan dan melaksanakan pidana, Perdebatan mengena
tujuan pemidanaan merupakan masalah klasik dalam hukum pidana.
D satw sisi penjaluhan pidana dimaksudkan sebagai sarana
pencegahan sementara disisi lain pemidanaan diharapkan pula
sebagal sarana pembalasan atas kejahatan vang telah dilakukan.

Seneca (Muiadi,1992:48), seorang filosof Romawi vang
cukup terkenal dizamannya, mengemukakan pendapatnya bahwa

" Tidak layak orang memidana karena telah teradi perbuatan

salah tetapt dengan maksud agar tidak {eradi lagi perbuatan

salah. * '

Pendapal ini berbeda dengan pandangan Immanuel Kant
(Muladi, 1948:22). Beliau mengatakan bahwa |

" Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap serangan

keahatan atas ketertiban sosial dan moral.”

Pada prinsipnya dar berbagai teor yang dikemukakan oleh
berbagai ahli dapat dikelompokkan ke dalam tiga teori utama yaitu ;
1. Teor absolut atau pambalasan (Vergeldings theonen)

2, Teon relatif atau tujuan (Doel thearien)

3. Teon gabungan {Vemegings theorien)



ad.1, Teori Absolut (Chazawi,2002:153)

Aspek utama dar teori ini adalah pembalasan. Negara
memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana karena penjahat
tersebut  telah melakukan penyerangan terhadap hak dan
repentingan hukum baik itu pribadi, masyarakat maupun negara.
Penjatuhan pidana dibenarkan karena penjahat tersebut juga teiah
menimbulkan kerugian terhadap lingkungan sosial di sekitarnya.
Unsur-unsur penjatuhan pidana telah terkandung dalam kejahatan
yang telah dilakukan. Dengan logika praktis kita bisa memahami
pahwa suatu kejahatan harus dilkuti oleh pidana.

Tindakan pembalasan dalam penjatuhan pidana mempunyai
dua arah yaitu ;

1. Secara subyektif ditujukan bagi pelaku kejahatan.
2. Secara obyektf ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari
perasaan dendam dikalangan masyarakat.

Menurut tfeori absolut, keharusan untuk melakukan
pembalasan didasarkan pada :

a. Pertimbangan dari sudut Ketuhanan (Chazawi 2002:155),
Pandangan ini dianut cleh Thomas Von Aquino, Stahl dan
Rambonet. Dikemukakan bahwa hukum adalah sesuatu yang
bersumber dan Tuhan yang diturunkan melalui pemerntahan
negara sebagai wakil Tuhan di dunia. Sehingga negara wajib

memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap



pelanggaran terhadap hukum dibalas setimpal dengan pidana
terhadap siapapun pelanggamya.

. Pandangan dari Sudut Etika (Chazawi 2002:155).

Pandangan ini dipelopon oleh Immanuel Kant. Menurut beliau
setiap kejahatan harus diikuti oleh pidana. Menjatuhkan pidana
adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis merupakan syarat
etika. Fembalasan melalui penjatuhan pidana harus dilakukan
walaupun hal tersebut idak bermanfaat bagi masyarakat maupun
yang bersangkutan.

. Pandangan alam pikiran Dialektika (Chazawi,2002:156).
Pandangan ini dipelopori cleh Hegel. Inti dari ajarannya adalah
mengenai eksistensi pidana yang mutlak diperlukan sebagai
reaksi dari setiap kejahatan, Hukum merupakan sebuah
kenyataan (these). Bila seseorang melanggar hukum (melakukan
kejahatan) maka dengan sendinnya ia telah mengingkari
kenyataan (anfi these). Sehingga unfuk menegakkan kembali
hukum maka harus dilkuti cleh suatu pidana berupa ketidakadilan
terhadap pelakunya (synthase). |

- Pandangan Aesthetica (Chazawi, 2002:156).

Fandangan ini dikemukakan oleh Herbart. Menurut beliau apabila
kejahatan tGdak dibalas maka akan menimbulkan rasa

ketidakpuasan ditengah-tengah masyarakat.



e. Pandangan Heymans (Chazaw 2002:156).

Menurut Heymans, setiap niat yang tidak bertentangan dengan
kesusilaan dapat dan layak diberikan kepuasan, tetapi niat yang
bertentangan dengan kesusilaan tidak perlu diberkan kepuasan.
Tidak diben kepuasan mengandung makna berupa penjatuhan
pidana {denta) yang adil kepada pelaku kejahatan.

Pandangan Kranenburg (Chazawi 2002:157).

Kranenhburg mendasarkan argumennya pada asas
keseimbangan. Bila seseorang telah berbuat kejahatan maka
dengan sendinnya ia telah menimbulkan penderitaan bagi orang
lain. Sehingga wajarlah kemudian apabila penjahat tersebut diberi
pendertaan yang sama dengan penderitaan yang dialami orang
lain akibat dan kejahatan yang dilakukannya.

Menurut Karl O. Christiansen (Sholehuddin, 2003:35), ciri pokok
dan teon absolut adalah :

. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.

. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya fidak
mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain @ seperi
kesejahteraan masyarakat.

. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan.

. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku,
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e. Pidana melihat ke belakang. la sebagai pencelaan mumi dan

berujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi

palaku.

ad.2. Teon Relatif (Chazaw 2002:157)

Titik pangkal pemikiran teon relatif adalah bahwa pidana

merupakan alat untuk menegakkan hukum dalam masyarakat.

Dengan kata lain pidana dimaksudkan untuk mencegah timbulnya

kejahatan dengan tujuan agar hukum tetap terpelihara. Jadi teon

relatif memandang penjatuhan pidana sebagai tindakan pencegahan

(preventif) dalam penanggulangan kejahatan yang tenadi ditengah-

tengah masyarakat.

Untuk mencapai tujuan ketertiban dalam masyarakat maka

pidana memiliki tiga karakteristik khas yaitu :

1.

2.

Bersifat menakut-nakuti {afschrikking)

Bersifat memperbaiki (verbefering)

- Bersifat membinasakan (onschadelijk maken)

Sifat pencegahan dalam teori relatif ada dua macam yaitu -

. Pencegahan umum {generale preventic)

Menurut teor pencegahan umum, pidana dijatubkan kepada
penjahat agar orang-orang atau masyarakat umum menjadi takut
untuk berbuat kejahatan. Untuk mencapai ketertiban dalam

masyarakat melaiui [alur pemidanaan maka pelaksanaan pidana



dilakukan secara kejam dan didepan umum. Teon ini banyak
dianut cleh negara-negara Eropa Barat sebelum Revolusi Prancis
(1788-1784). Tokoh penganut aliman ini adalah Seneca dan
Muller.

Sebagaimana telah diutarakan di atas, pandangan Seneca
didasarkan pada anggapan bahwa supaya khalayak ramai takut
untuk melakukan kejahatan maka diperlukan pidana yang kejam
dan pelaksanaannya dilakukan didepan publik.

Muller sendiri berpendapat bahwa pencegahan kejahatan terletak
pada penjatuhan pidana secara in concrefo oleh hakim. Dengan
maksud memben rasa takut kepada penjahat maka hakim
diperkenankan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi dari
berat ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang. Hal ini
dimaksudkan sebagai peringatan bagi masyarakat umum untuk
tidak berbuat kejahatan yang serupa.

Dalam perkembangannya teon pencegahan umum dengan
karaktenstik eksekusi kejamnya menuai penentangan dar publik.
Diantaranya adalah Cesare Beccaria (1738-17984) dan Von
Feuerbach (1775-1833).

Cesare Beccaria sendii mengemukakan bahwa hukum pidana
harus diatur dalam suatu kodifikasi yang disusun secara rasional
dan sistemnatis agar semua orang mengetahui secara jelas dan

pasti tentang perbuatan-perbuatan yang mana dilarang dan



diancam dengan pidana. Beliau menghendaki agar pidana mati
dengan segala bentuk kekejamannya dihapuskan dan diganti
dengan pidana yang memperhatikan peri kemanusiaan.

Argumen senada dikemukakan oleh Von Feuerbach. Beliau
mengatakan bahwa sifat menakut-nakuti pidana pada dasamya
terietak pada ancaman pidana yang tercantum dalam undang-
undang. Bukan pada penjatuhan pidana secara konkrit, Ancaman
pidana dapat menimbulkan tekanan atau pengaruh kejiwaan bagi
setiap orang untuk menjadi takut melakukan kejahatan. Oleh
karena itu maka ancaman harus ditetapkan terebih dahulu dan
disosialisasikan kepada publik.

. Pencegahan khusus (speciale preventie)

Menurut teori pencegahan khusus, tujuan pidana adalah
mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak
mengulangi lagi melakukan kejahatan dan mencegah orang yang
pemiat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk
perbuatan secara konkril. Tujuan ini akan tercapai dengan
mengacu pada tiga sifat dasar penjatuhan pidana yaitu menakut-
nakuti, memperbaiki dan membinasakan., Menakut-nakuti
dimaksudkan agar penjatuhan pidana tersebut memberi rasa
takut bagi orang-orang tertentu agar tidak mengulangi kejahatan
yang dilakukannya. Bila rasa takut tersebut tidak melekat lagi

dalam benak yang bersangkutan maka penjatuhan pidana
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dimaksudkan sebagai bahan perbaikan. Langkah terakhir bila

tidak dapat diperbaiki adalah melalui pembinasaan atau

menjadikan pelaku kejahatan tersebut tidak berdaya.

Menurut Van Hamel, aspek pembalasan tidak boleh dijadikan

sebagai kerangka berpikir dalam penjatuhan pidana. Tetapi

pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari
pidana dan bukan sebagai sebab dari adanya pidana yang
dilakukannya.

Menurut Karl O. Christiansen (Sholehuddin,2003:42), ciri pokok

darn teori relatif adalah :

a. Tujuan pidana adalah pencegahan,

b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk
mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan
masyarakat.

. Hanya pelanggaran-pelanggaran  hukum yang dapat
dipersalahkan kepada si pelaku. Misalnya kesengajaan atau
kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat
pencegahan kejahatan.

e. Pidana melihat kedepan atau bersifat prospektif Unsur
pencelaan dan pembalasan tdak dapat ditedima bila tak
membanty  pencegahan kejahatan untuk kepentingan

kesejahteraan masyarakat.
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Dengan demikian dapat ditank benang merah bahwa tujuan
pemidanaan menurut teor ini didasarkan pada pembinaan.
Sehingga apabila pelaku kejahatan telah selesai menjalani
pidananya maka diharapkan ia menjadi orang yang lebih baik dar

sebelumnya.

ad.3. Teori Gabungan (Chazawi,2002:162)

Teori gabungan ini mengacu pada aspek pembalasan dan

aspek pertahanan tata tertib dalam masyarakat. Teor gabungan

dapat dibagi kedalam dua macam teor yaitu -

1.

Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan.

Penjatuhan pidana dilaksanakan bila tidak ada altematif lain yang
dapat ditempuh untuk memperiahankan tata tertib dalam
masyarakat. Teori ini dipeloporni oleh Pompe dan Ze Venbergen.
Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib
dalam masyarakat.

Teori ini mengemukakan pandangan mendasar bahwa
penjatunan pidana dimaksudkan sebagai sarana pencegahan
umum terhadap ancaman pidana yang tercantum dalam undang-
undang. Apabila hal tersebut tidak efektif maka diadakan tindakan
pencegahan lebih  khusus dalam hal menakut-nakuti,
memperbaiki dan membinasakan penjahat. Teori ini dipelopori

oleh Thomas Aquino dan Vos.



2.4 Syaral Pemidanaan

Fada prinsipnya suatu perbuatan dapat dihukum apabila
sebelum perbuatan itu terjadi telah ada ancaman pidana dalam
peraturan perundang-undangan mengenai perbuatan tersebut.
Sebagaimana dicantumkan dalam FPasal 1 ayat 1 KUHP

* Tiada satu perbuatan boleh dihukum melainkan atas

ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terebih
dahuiu daripada perbuatan itu.”

Soedarto (Prakoso, 1984:14) mengemukakan pendapatnya bahwa -

" Syarat pertama untuk wuntuk memungkinkan adanya
penjatuhan pidana jalah adanya perbuatan (manusia) yang
memenuhi  rumusan delik dalam undang-undang, Ini
merupakan konsekuensi dar asas legalitas. Rumusan delik

merupakan hal substansial sebagai prinsip kepastian.”
Dalam perspektif yang berbeda, Von Feuerbach (Prakoso,1984:14)
berpendapat bahwa :
* Pada hakikatnya ancaman pidana mempunyai suatu akibat
psikologis yang mengendaki orang itu tertib, berhubung
pidana ity merupakan sesuasiu yang dirasakan tidak enak
bagi terpidana. Sehingga  penentuan  svarat-syarat
pemidanaan harus meliputi aspek perbuatan si pelaku
maupun tentang keberadaan si pelaku itu sendiri,”
Dalam aspek perbuatan digunakan asas legalitas dan terhadap =i
pelaku digunakan asas kesalshan Asas legslitas, seperti yang
tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, menghendaki adanya

ketentuan-ketentuan yang pasti tentang jenis-jenis perbuatan yang

19



&

| '1. "t

dapat dipidana. Penjatuhan pidana tidak boleh dijatuhkan danua,n__,__.f/

- S

sekedar mengacu pada kekuatan hukum kebiasaan (gewoonterecht)
Asas legalitas dimunculkan pada akhir abad ke 18, tepatnya pada
zaman Aufklarung, ketika anggapan individualisme terhadap hukum

dan hukuman semakin memuncak. Asas ini fercantum dalam buku

Von Feuerbach yang berjudul “Lechnbuck des Peinlichen Recht

(1801). Teks aslinya berbunyi “Nullum delictum, nulla poena sine
praevia lege poenali” yang artinya tiada delik, tiada hukuman tanpa
suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang
bersangkutan sebagai suatu delik yang memuat hukuman yang
dapat dijatuhkan atas delik tersebut. Sebelum abad ke- 18
adakalanya hakim menghukum perbuatan yang fidak diancam
hukuman dalam undang-undang. Hakim memutus perkara atas
kehendaknya sendin (arbitrae delicten). (Prodjohamidjojo, 1997;10)
Konsekuensi logis dar asas legalitas adalah -

a. Tak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana sebelum dinyatakan terlebih dahulu dalam undang-
undang.

b. Penentuan adanya unsur pidana tidak boleh didasarkan
pada analogi.

c. Aturan hukum pidana tidak beraku surut,

Adapun asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang

bersalah sajalah yang dpidana. Tiada pidana tanpa kesalahan
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(Green siraf zonder schuld). Pemidanaan yang berorientasi pada
kesalahan berhubungan dengan cita rasa keadilan dalam
masyarakat. Adalah sesuatu yang tidak adil apabila sesecrang yang
tidak bersalah sama sekali dijatuhi pidana meski pidana itu secara
kasat mata sudah sangat ringan. Oleh karena itu maka diperukan
slandansasi yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan
terdakwa dan masyarakat Dalam hal ini maka peranan hakim
merupakan figur sentral dalam upaya penemuan kebenaran untuk
membuktikan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
Menentukan kesalahan tidak berarti hakim seenaknya mencari-car
kesalahan tetapi terkandung makna moral untuk menemukan

kebenaran secara substantif



3.1.

3.2.

BAB 3
METODE PENELITIAN

Lokasi Peneliian

Secara institusional penelitian dilaksanakan di Pengadilan
Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kantor
Wilayah Departemen Agama Sulawesi Selatan dan Pengadilan
Negen Maros. Guna mendapatkan validitas data dilakukan pula
peneliian lapangan berupa penyebaran angket kepada sejumilah
responden di Kota Makassar dan sekitarnya mengena prospek
pidana mati di Indonesia,

Ada pun penelitian kepustakaan dilakukan di beberapa
tempat yaitu Perpustakaan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan,
Perpustakaan Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, UPT

Perpustakaan UNHAS dan Perpustakaan Fakultas Hukum UNHAS.

Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang akurat maka penelitian
dilakukan dengan dua cara yaitu :
1. Penelitian Lapangan (fleld research)
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dan fakta yang
berkaitan dengan pidana mati di sejumilah instansi terkait, seperti

Fengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi



Sulawesi  Selatan, serfa mengadakan wawancara dan
penyebaran angket kepada sejumlah elemen masyarakat seperti
tokoh agama, akademisi, aparat penegak hukum, pengusaha,
pelajar, buruh dan LSM.
2. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu kepada data-data yang
bersifat iimiah dalam relevansinga dengan hukum  pidana
khususnya pidana mati. Sumber data tersebut antara lain metaiui
catatan kuliah, literatur serta artikel yang terdapat pada sejumlah

wabsite intermet.

3.3. Jenis dan Sumber Data
Secara umum jenis data yang digunakan dalam rangka penyusunan
skripsi ini adalah :

a. Data Prmer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara
seria pengisian angket oleh sejumiah responden dari
berbagai lapisan masyarakat.

b. Data Sekunder, yaitu data yang dipercleh melalui analisis
limiah terhadap teori-teon dan keterangan dari berbagai

sumber yang relevan dengan pidana mati.

I
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3.4. Analisis Data
Data yang dikumpulkan baik melalui penelitian lapangan
maupun peneliian kepustakaan dianalisis baik secara kualitatif
maupun kuantitalif secara satu per satu dalam upaya menemukan

titik temu dalam relevansinya dengan judul skripsi,



4.1.

BAB 4

PEMBAHASAN

Fidana Mat sebagai Hukum Positif

Sebelum hukum pidana ditetapkan secara teriulis dalam
hukum positif, masyarakat pada hakekatnya telah mengenal pidana
mali. Embrio pidana mati telah berkembang sejak berabad-abad
sitam. Pidana mati dijatuhkan kepada mereka yang dipandang telah
melakukan perbuatan tercela. Akibat perbuatannya tersebut
ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan sosial menjadi
terusik serta menimbulkan kerugian yang besar.

Fada abad ketujuh SM, eksekusi pidana mati dilakukan
dengan cara yang sangat kejam. Seperi disalib, ditenggelamkan,
dibakar hidup-hidup, dilempar batu, ditombak, diracuni, dimasukkan
ke dalam kandang yang berisi binatang buas dan lain-lain. Pada
masa ini aspek pembalasan merupakan aspek utama dalam
penjatuhan pidana, Barangsiapa yang membunuh sesama manusia
maka ia pun harus dibunuh. Barangsiapa yang mencongkel mata
orang lain maka ia pun harus merelakan matanya untuk dicongkel,
(Kompas, 10 Mare! 2003).

D1 Indonesia, sebagian besar hukum adat di masa lampau
telah mengenal pidana mati. Hal ini berarti bahwa pidana mati telah

dikenal oleh berbagai suku bangsa di tanah air jauh sebelum



kedatangan Belanda (VOC). Sebagaimana lazimnya maka pidana

mati pada waktu itu dijatuhkan dengan cara yang kejam dan

dilakukan di depan publik {extra muros) dengan maksud untuk

menakul-nakuti masyarakat khususnya “calon penjahat”. Gambaran

eksekusi pidana mati tersebut antara lain :

a,

Di daerah Aceh, terhadap kejahatan yang berat seperti
perzinahan, pembunuhan dan pencurian maka seorang Sultan
berkuasa untuk menjatuhkan hukuman istimewa seperi
pemotongan tangan, dibunuh dengan lembing, dipalang dengan
pohon, memotong daging dar badan terpidana atau menumbuk
kepala terpidana dalam sebuah lesung (Sahetapy,1978:244).
Dalam perundang-undangan Kerajaan Majapahit, pidana mati
diancamkan kepada kejahatan pembunuhan, menghalangi
terbunuhnya orang yang bersalah kepada raja dan perbuatan-
perbuatan perusuh seperti pencuran, menculik, mengawinkan
wanita larangan, meracuni dan menenung (Hamzah, 1984:59).

i daerah Bali, terpidana dieksekusi dengan cara ditusuk dengan

keris hingga meninggal dunia (Sahetapy,1978:244).

- Di Timor, tiap-tiap kerugian dari kesehatan atau milik orang harus

dibayar atau dibalaskan. Salah satu bentuk balasan tersebut
adalah pidana mati. Pidana mati juga diterapkan kepada tukang
sihir beserta keluarganya. Dalam kasus perzinahan maka kedua

pasangan akan dieksekusi dimana sang suami mendapat



kewenangan untuk “membunuh” isterinya. Hal ini berlaku dalam
hal tertangkap basah. Sedangkan untuk kasus perzinahan yang
diketahui kemudian maka yang dieksekusi hanyalah sang laki-laki
karena dianggap yang paling bersalah. Eksekusi dilaksanakan
oleh keluarga si korban dengan cara yang ditetapkan tersendir
oleh mereka. Cara yang lazim yang digunakan adalah dengan
ditenggelamkan, ditombak dan diparangi. (Hamzah, 198456}

Di daerah Sulawesi Selatan, penjatuhan pidana memiliki
karakteristik yang khas sesuai dengan keragaman etnis yang ada.

Kefika Aru FPalakka menjadi Raja Bone, secrang terpidana
(La Sunni) ditangkap dan dijatuhi pidana mati karena dianggap
membahayakan kekuasaan sang raja. Bentuk eksekusinya adalah
dengan pemancungan cleh algojo. Kepala La Sunni dipancung, lalu
kepala tersebut diletakkan di atas baki dan diperhadapkan kepada
Aru Palakka sebagai bukti bahwa eksekusi telah dilaksanakan
(Hamzah, 1984:47).

Di Pulau Bonerate, dalam penantian eksekusinya terpidana
tidak diberi makan dengan kaki dan tangan dibiarkan terikat,
Selanjutnya ia dibaringkan di bawah terik matahan hingga meninggal.
Bentuk eksekusi lainnya adalah terpidana dikuburkan setengah
badan hidup-hidup di samping sebuah masjid kemudian dilempari
batu sampai mati. Hukuman inl biasanya dijatuhkan kepada pelaku

perzinahan (Hamzah. 1984:53).



Menurut Latoa (Hamgzah,1984:54), berdasarkan Undang-
undang Amanna Gappa (yang berlaku di daerah Wajo) ada sebelas
hal yang menyebabkan seseorang dapat dijatuhi pidana mati, yaitu -
1. Lejja sutappere, artinya memasuki kamar tidur seorang wanita

tatkala suaminya sedang bepergian.

2. Gegok paso, artingya menggoyangkan tiang negara. Dapat
ditafsirkan sebagai perbuatan makar terhadap raja selaku
pimpinan negara/kerajaan dan pembantu adat.

3. Poppo gamaru, artinya mengacaukan rapat adat.

4. Suloi lang, artinya menerangi gua. Dapat ditafsirkan sebagai
pengkhianatan terhadap negara/kerajaan.

5. Mappolo lifa, artinya mematahkan lidah. Dapat ditafsirkan sebagai
melanggar perintah raja.

6. Melakukan perbuatan mukah (zina) dengan ratu.

7. Sapa fana, arlinya mengotor tanah. Dapat ditafsirckan sebagai
perbuatan cabul,

8. Lewu sepe, artinya menutup jalan air. Dapat ditafsickan sebagai
tindakan yang merusak sumber pendapatan kas negara’kerajaan.

8. Mapaiboko, arinya membelakangi. Dapat ditafsirkan sebagai
penyalahgunaan nama raja untuk melakukan kejahatan yang
sama sekali bertentangan dengan maksud dan kehendak sang

raja.



10.Pefo weloi, artinga mencoba untuk mendapatkan keuntungan
sendin dari penguasa raja.

11. Makkai resaliwengeng arunge enrenge fana naonrode, terjemahan
bebasnya adalah mengadakan kerjasama dengan musuh di luar
negara’kerajaan untuk menggulingkan raja.

Pada masa kolonialisme Belanda, sistem pemidanaan dalam
hukum pidana tertulis didasarkan pada sistem pemidanaan hukum
adat. [ era pemerintahan Daendeis (1808-1811) dikeluarkan Plakat
tertanggal 22 April 1808 (Hamzah,1984:47). Inti sar dan plakat
tersebut adalah bahwa pengadilan berkenan menjatuhkan pidana
berpa :

1. Dibakar hidup-hidup pada sebuah tiang.

2. Dimatikan dengan menggunakan kens.

3. Dicap bakar.

4. Dipukul.

5. Kerja paksa pada pekerjaan umum.

Eksistensi pidana mati secara tertulis dalam hukum positif
Indonesia merupakan warisan dari hukum keolonial Belanda. Dimana
pada tanggal 1 Januari 1918 pemerintah Hindia Belanda
memberlakukan Wetboek van Strafrecht voor Indonesie dengan
Putusan Kerajaan Belanda tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33,
Staatsblad tahun 1915 Nomor 732 jo. Staatsblad tahun 1917 Nomar

497 dan 645 Dalam ketentuan tersebut pidana mati telah tercantum
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sebagai pidana pokok. Pidana mati dilaksanakan oleh algojo di
tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher
terpidana. Jerat tersebut kemudian diikatkan pada tiang
penggantungan dan  selanjutnya menjatuhkan papan  tempat
terpidana berdin.

Mengacu pada asas konkordansi maka pencantuman pidana
mati dalam W.v.§ tersebut menupakan sebuah hal yang kontradiktif.
Sebab pada saat penyusunan W.n.S (1881), di negeri Belanda
sendir pidana mati telah dihapuskan berdasarkan Undang-undang
tanggal 17 September 1870, Staatsblad tahun 1870 Nomor 182,
Kebijakan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pelaksanaan pidana
mati di negeri Kincir Angin tersebut telah menjadi hal yang langka.
Sebab sebagian besar terpidana mati selalu mendapatkan ampunan
atau grasi dari Raja Belanda. Pertimbangan lain dari kebijakan ini
adalah bahwa pidana mati merupakan pidana yang terberat. Karena
pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup manusia,
yang sesungguhnya merupakan hak mutiak yang hanya dimiliki cleh
Sang Pencipta. Sisi negatif dari pidana mati adalah tidak ada lagi
kemungkinan untuk metakukan revisi apabila terjadi kekeliruan dalam
proses hukum terhadap terpidana tersebut. Meski demikian
pemenntah Belanda tetap mempertahankan pidana mati  di

lingkungan militer.



Ada pun pertimbangan pokok pemerintah kolonial untuk
menerapkan pidana mati di Hindia Belanda adalah :

a. Alat perlengkapan keamanan yang dimiliki pemerintah Hindia
Belanda sangat kurang, Sementara peluang terjadinya perbuatan-
perbuatan yang mengancam kepentingan hukum di Hindia
Belanda jauh lebih besar dibandingkan di negeri Belanda

b. Realita di lapangan menunjukkan bahwa Hindia Belanda memiliki
wilayah geografis yang luas dengan kemajemukan penduduknya
yang terdiri atas berbagai suku dan golongan. Sehingga
dipandang sebagai potensi terjadinya konflik kepentingan yang
bermuara pada terjadinya kekacauan,

¢c. Dalam konteks kolonialisme, penerapan pidana mati
dimaksudkan untuk mengukuhkan hegemoni kekuasaan kolonial
Belanda.

Fada masa penjajahan Belanda, wacana penghapusan
pidana mati dan W.v.5 sempat menyeruak ke permukaan. Secara
diplomatis, pemerinfah kolonial Belanda menanggapinya dengan
argumen bahwa pidana mati akan dihapus dari W.v.5 apabila “telah
tiba wakiunya®, Dalam artian bila struktur pemerintahan kolonial
Hindia Belanda telah Kuat yang didukung oleh kondisi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bemegara yang kokoh., Menurut
Lemaire (Hamzah, 1984:24), pihak-pihak yang terdibat dalam

perancangan W.v.5 menganut asumsi pokok bahwa dengan segala



kemajemukan masyarakat yang ditunjang oleh wilayah geografis
yang sangat Juas maka pidana mati dengan ‘karakter
menakutkannya sangat tepat untuk diterapkan sebagai hukum pasitif.
Hal tersebut akan ditinjau kembali apabila dalam perjalanannys
ternyata ketertiban hukum di Indonesia dapat dipertahankan tanpa
perlu dijatubkannya lagi pidana mati.

Pada prinsipnya hal ini merupakan angan-angan belaka,
Sebab struktur pemerintahan dan kemajemukan masyarakat di
Hindia Belanda sangat berbeda dengan kendisi sosial masyarakat
Belanda. Dalam perjalanan sejarahnya, pidana mati senantiasa
tercantum dalam hukum positif Indenesia,

Fada masa pendudukan Jepang, bentuk pidana mati diatur
oleh dua peraturan yang berbeda. Pertama, pidana mati yang
didasarkan pada pasal 11 W.v.S yaitu dengan cara penggantungan
dan kedua, pidana mafi yang didasarkan pada Kode Krimini
Femernntah Jepang (artikel 6 dan Ozamu Gunrei Mo.1dan artikel 5
dan Gunref Keizirer) yaitu dengan cara ditembak mati. Dualisme ini
bertangsung hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia, Setelah
pengakuan kedaulatan Indonesia (1848), bentuk pidana mati adalah
dengan penggantungan. Dalam perkembangannya pemerintah
menganggap bahwa bentuk penggantungan tidak sesuai dengan
perkembangan jiwa revolusi serta kemajuan keadaan Indonesia

Maka pada tanggal 27 Apnl 1984, Soekamo mengeluarkan



Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 19864, Yang
Secara substansial mengatur perubahan tata cara eksekusi pidana
mati dan penggantungan menjadi tembak mati.

Tabel berkut menggambarkan tingkat pengetahuan
masyarakat mengenai pidana mati. Sebagian besar respondean,
menyadan bahwa pidana mati masih eksis sebagai hukuman

maksimal dalam hukum positif Indoneszia.

Tabal 1
Eksistensi Pidana Mati

! Jawaban Responden l Fre_kwensi
KR

Ya b4 82
| Tidak Ir 2] 18
i Total P50 | 100

Sumber : Dala primer.2004

Di era modemisasi dewasa inl perkembangan informasi dan
komunikasi sangat cepat. Setiap hari kita disuguhi oleh berita-berita
aktual mengenai dinamika kehidupan sosial. Termasuk didalamnya
perkembangan seputar dunia hukum khususnya dunia kriminalitas.
Media massa pun bersaing dalam menyajikan liputan mengenai
dunia kejahatan. Dan berbagai jenis kejahatan yang ditayangkan di

acara tersebut tidak sedikit diantaranya yang diancam dengan pidana
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mati. Misalnya perampokan, pembunuhan berencana, narkoba dan

terorisme.

Menurut Brigjen.Pol. Edward Aritonang (Wakil Kepala Divisi
Humas Mabes Polri), eksakusi pidana mati dewasa ini dilaksanakan
oleh satu regu Brigade Mobil (Brimob) dengan merujuk pada
ketentuan dalam UL No, 2/PnPs/1964, Formasi requ Brimob tersebut
adalah satu perwira, satu bintara dan 12 tamtama. Senjata yang
dipergunakan adalah non organik. Untuk meminimalisir gejolak
psikologis para eksekutor, maka dar mereka tidak diberitahukan
senjata mana yang bersi peluru tajam dan peluru hampa.
{(www.pikiranrakyat. com/cetak/0203/11/0105.htm).

Secara statistik, Indonesia menduduki urutan kenam dalam
hal penjatuhan pidana mati setelah Cina, Amerika Serikat, Kongo,
Arab Saudi dan Iran. Sejak tahun 1845 hingga saat ini tercatat 82
orang (13 perempuan dan 49 laki-laki} telah divonis pidana mati
(www.imparsial. orgipers/siaranpers-folak-hkm-mati. htm-12 k).

Di Sulawesi Selatan sendin penjatuban vonis pidana mati telah

terjadi dua kali, yaitu :

1. Kaseng Nompo (1980), dalam kasus pembunuhan Bupati Bone
(P.B.Harahap). Tidak dieksekusi karena meninggal dunia ketka
menanti putusan Kasasi dan Mahkamah Agung.

2. Jufri Bin H.Muh Dahn (2001), dalam kasus pembunuhan Ayah

kandung di Kabupaten Maros. Pengadilan Negen Maros dalam
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Putusannya tertanggal 8 Mei 2002 No. 08/PID.B/2002/ PN Maros
menjatuhkan wvonis pidana mati. Di tingkat banding, hakim
menjatuhkan vonis pidana penjara 20 tahun karena unsur
perencanaan dalam pembunuhan tersebut idak terbukti (Putusan
No.87/PID/2002/PT.MKS). Di tingkat Kasasi, berdasarkan
putusan Reg.No.1555 K/Pid/2002 Mahkamah Agung menguatkan
putusan Pengadilan Neger Maros yaitu vonis pidana mati.
Terpidana melarikan din dari Lembaga Pemasyarakatan Maros
ketika menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

(Sumber ; Pengadilan Tinggl Sulawesi Selatan, 2004).
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4.2. Kontroversi Pidana Mati

Sejarah mencatat bahwa penentangan terhadap pidana mati
secara teoritis, diawali ketika Cesare Beccaria menulis buku “Dei
Deditti E Delle Pene” (1784), Dengan tegas beliau menyatakan :

“Dari manakah orang mengambil haknya untuk membunuh

sezama manusia ? Tentunya bidaklah dari sumber yang sama

sepertl kedaulatan dan undang-undang” (Prakoso, 1984:6)

Kontoroversi  terus  bergulir seiring dengan modemisasi
peradaban manusia. Masvarakat terbelah kedalam dua kubu yang
beriawanan. Pihak yang mendukung dan pihak yang menentang
pidana mati,

Salah satu alasan penentangan terhadap pidana mati di
masa lampau adalah karena eksekusinya vang sangat kejam.
Menurut Sahetapy (1978:235), pelaksanaan pidana mati merupakan
sebuah peristiwa yang dramatis, tragis dan mengandung segala
macam emosi yang menggugah sanubari penonton, terpidana dan
sang algojo sendin. Pidana mati merupakan drama kemanusizan
yang tidak mungkin tedupakan oleh arang yang menyaksikannya.
Pidana mati dengan segala kekejamannya dianggap sangat
melecehkan hak asasi manusia. Penentangan terhadap pidana mati
makin menguat ketika dalam perkembangannya tidak mampu
menghantkan kejahatan di masyarakat,

Berikut ini kami uraikan sejumlah pandangan dan pihak yang

mendukung dan menentang pidana mab.



4.2.1. Pandangan Kaum Pendukung Pidana Mati

a. Rambonet (Saleh,1978:11)
Penjatuhan pidana mati merupakan hal yang logis sebagai
representasi dan hak negara untuk memidana sebagai
pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan,

b. De Savomin Luhman (Saleh,1978:11)
Bila seseorang menginjak-injak hukum yang ada maka negara
berhak dan wajib untuk melenyapkannya dari masyarakat. Sebab
kejahatan pada dasamya menghendaki adanya pembalasan,

<. Bichon van Ysselomonde (Saleh,1978:11)
Ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam setiap
negara dan masyarakat Pedang pemidanaan memiliki
kedudukan yang penting dalam sebuah negara sebagaimana
halnya pedang perang. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan
keteraturan dalam masyarakat di negara tersebut.

d. Cesare Lambvoso (Saleh,1978:12)
Pidana mati adalah hal yang mutlak ada pada masyarakat untuk
melenyapkan individu-individu yang tidak mungkin dapat
diperbaiki lagi. Dengan demikian maka hilanglah pula kewajiban
negara untuk membina mereka dalam penjara-penjara yang

tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar,
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e. Bismar Siregar (Prakoso,1984:56)
Fidana mati hendaknya tetap dipertahankan dengan asumsi
bahwa bila seseorang melakukan kejahatan di luar  batas

kemanusiaan maka pidana apa lagi yang mesti dijatuhkan selain

pidana mati.

. Suryadi (Prakoso, 1984 ; 57)

Mantan Ketua Mahkamah Agung ini berpendapat bahwa pidana
mati tidak perlu dihapus. Sebab nilai keadilan mengandung unsur
sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan dengan
tidak mengesampingkan nilai peradaban yang ditimbulkan oleh
perbuatan si palaku.

g. Benyamin Mangkoedilaga
(www.kompas.comvkompas-cetak/0001/1 Znasionalhuku15. him)
Pidana mati masih relevan untuk diterapkan dalam hukum
nasional guna mengantsipasi pidana yang amat kejam. Meski
demikian pelaksanaannya harus seleklif untuk kejahatan tertentu.
Pidana mati diperlukan wuntuk memenuhi rasa keadilan
masyarakat sebagai tuntutan keamanan dan ketenteraman
sekaligus sebagai shock therapy terhadap pelaku kejahatan.

h. Syeh Syahab Abdul Rahman (Prakoso, 15984 : 57)

Apabila pidana mati ditiadakan orang akan mudah melakukan
kejahatan. Dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan

hukum rimba di dalam kehidupan sosial sehari-han.
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Bagir Manan

(www.kompas.comkompas_cetak/0302/20/masional/1 36699, hirm-
344k

Fidana mati merupakan hukum positif di Indonesia. Selama
masih ada undang-undang yang mengancam pidana mati maka
selama itu pula hakim bisa menjatuhkan pidana mati.

Achmad Ali (www, swara. netidview_headline/php?/D=1558)
Pidana mati bisa menjadi shock therapy bagi para pelaku
kejahatan berat di Indonesia. Meskipun ada pelanggaran HAM
dalam pelaksanaannya namun kita harus mengakui pula bahwa
semua bentuk pernidanaan juga melanggar HAM. Meski demikian
pelaksanaan pidana mati harus selektif terhadap beberapa kasus
tertentu seperti koruptor, pembunuh sadis, narkoba, terons dan
pelanggar HAM.,

Yusril [hza Mahendra
(www.Kkompas.comikompas_celfak/0302/20Mmasionall1 38699 him-
34K)

Pidana mati masih relevan diterapkan. Bahwa dalam menjalankan
hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan  undang-undang.
Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin pengakuan sera

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk
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memenuhi tuntutan rasa keadilan sesuai pertimbangan moral,
agama, keamanan dan ketertiban umum,

Amin Syukur

(Www. suaramerdeka. com/ hanan/0308/1 Snas13. htm-1 i)
Eksistensi pidana mati pada hakikatnya dimaksudkan utnuk
menjaga kelangsungan hidup umat manusia. Penerapan pidana
mati merupakan opsi terakhir dar berbagai sanksi lainnya
sebagai jJaminan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keamanan
dalam kehidupan sehari-han.

- .M. T Simatupang (Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan)
Beliau dengan tegas mendukung penerapan pidana mati. Asumsi
ini didasarkan pada kenyataan bahwa angka kejahatan terus
meningkat dengan segala kompleksitasnya. Kejahatan semakin
canggih dan terorganisir seperti sindikat narkoba dan terorisme,
Pidana mati dipandang mampu menjadi alat penanggulangan
kejahatan.

(Wawarnicara, 26 Februan 2004)

. Didi Haryono (Kasi Upaya Eksekusi dan Eksaminasi Kejati
Sulawesi Selatan)

Pidana mati sah-sah saja untuk dilaksanakan terutama bagi
pelaku kejahatan berat. Dalam artian kejahatan yang dilakukan
tersebut telah berada di luar batas-batas kemanusiaan. Status

residivis yang disandang oleh pelaku kejahatan untuk dijatuhi
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pidana mati patut pula dicermati sebagai salah satu dasar
pertimbangan untuk penuntutan venis pidana mati.
(Wawancara, 24 Februari 2004)
Dapat disimpulkan bahwa alasan pokok dar pihak yang

mendukung pidana mati adalah

1. Pidana mati merupakan pidana yang setimpal atas kejahatan
yang telah dilakukan. Hal ini mengindikasikan adanya aspek
pembalasan (teon absolut).

2. Representasi fungsi hukum dalam mewujudkan ketenteraman
dan ketertiban di masyarakat.

3. Sebagai shock therapy bagi pelaku kejahatan berat

4. Mencegah terjadinya hukum rimba.

5. Pemenuhan rasa keadilan masyarakat di tengah kondisi semakin
meningkatnya angka kejahatan yang kadangkala telah di luar

batas-batas pen kemanusiaan.
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4.2.2, Pandangan Kaum Penentang Pidana Mati

da. Leo Polak (Prakoso,1984.63)
Pelaksanaan mati merupakan sebuah dosa atau kekeliruan besar
dalam penerapan pembalasan yvang adil. HKarena pada
hakekatnya pidana mati sama sekali bukan pidana, bahkan bukan
pula sebuah pidana yang ringan dan menganggap bahwa pidana
mati itu tidak adil.

b. Von Hentig (Saleh,1878:14)
Kalaupun pidana mati dengan segala eksekusinya yang dilakukan
di depan umum, mempunyai pengaruh yang menakutkan dan
pencegahan umum dengan sendirinya akan menimbulkan efek
baru vyaitu membangkitkan bibit-bibit kejahatan. Negara
seharusnya mempertahankan nyawa manusia dan melindungi
kehidupan rakyatnya dalam situasi dan kondisi bagaimanapun.

c. J.E.Sahelapy (Prakoso, 1984:73)
Pidana mati tidak berhasil menanggulangi kejahatan secara
giobal. Pendukung pidana mati dianggap terdalu silau dalam
mengejar tujuan mereka untuk membasmi kejahatan. Mereka
teralu mendewakan eksistensi pidana mati sebagai sarana
penanggulangan kejahatan. Pidana mati dipandang pula

bertentangan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila,



d. The Indonesia Human Rights Watch ~._.

(www.imparsial org/pers/siaranpers-tolak-hkm-mati htm-12 k)

Kematian sesecrang merupakan hak prerogatif dan Yang Maha

Esa. Seorang manusia tidak berhak mencabut nyawa manusia

lainnya karena sama-sama makhluk ciptaanNya, [ronisnya,

penerapan pidana mati di Indonesia masih diperahankan karena

tiga faktor, yaitu ;

1.

Merupakan sarana politik untuk menekan pihak-pihak yang
berseberangan dengan pemerintah (musuh politik), Hal
tersebut telah diterapkan sejak pemerintah kolonial Belanda,
masa pemarnintahan Orde Baru hingga saat ini.

Bukti ketidakmampuan pemerintah membenahi sistem hukurm
yang korup. Pidana mati tidak mampu membuktikan
efeklifitasnya dalam menanggulangi kejahatan.

Meningkatnya angka kejahatan semata-mata dilihat sebagai
tanggungjawab individu. Hal ini menunjukkan adanya
penoclakan terhadap fanggung jawab bersama untuk
memperbaiki sistem kehidupan yang ftidak adil, kondisi
kehidupan sosial yang buruk serta sistem hukum dan

bemegara yang korup.

e. Gayus Lumbun (Kompas, 28 Februan 2003)

Pidana mati bertentangan dengan jiwa dan pandangan hidup

bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam TAP MPR Nomor



XVIIMPRMS98 yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia
adalah hak dasar yang melekat pada difi manusia yang sifatnya
kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan
berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan,
perkembangan manusia dan masyarakat, yang fidak boleh
diabaikan, dirampas atau diganggu gugat oleh siapapun.
Amandemen kedua UUD 1945 pasal 28 A juga memberikan
ketegasan bahwa sefiap orang berhak untuk hidup sera
mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sebagai hukum dasar
yang ditegaskan dalam Tata Urutan Perundang-undangan yang
merupakan pedoman dalam pembuatan  aturan  hukum
dibawahnya (TAP MPR Nomor HIFMPR/2000) sehingga seluruh
aturan hukum di bawahnya, baik yang telah ada maupun yang
akan dibentuk harus sejalan dengan UUD sebagai hukum dasar
tertinggi (Staatgrundgezet).

J.J. Sembiring (posted by JJ Amstrong Sembiring @ copyright
Yayasan Keadilan Indonesia)

Salah satu kelemahan pidana mati adalah tidak adanya revisi
pemidanaan. Pameo klasik mengatakan, “lebih baik
membebaskan seratus orang bersalah daripada menghukum satu
orang tidak bersalah.” Setiap pemidanaan orang yang tidak
bersalah dapat dikategorikan sebagai eksekusi berdarah dingin

{cool biooded execution). Keputusan hukum yang menyangkut



Nyawa manusia idealnya melalui proses investigasi yang cermat

dan independen. Hal ini untuk meminimalisir kemungkinan

tenadinya kesalahan dalam penjatuhan  putusan (wromgful
imprisonment). Pidana mati  tidak sesuai dengan sila

Kemanusiaan yang adil dan beradab yang tercantum dalam dasar

negara Pancasila serta UUD 1945 Pasal 28 | yang secara

eksplisit menyatakan pengakuan terhadap hak hidup SBS80raNg
yang tidak bisa dicabut dengan alasan apapun.

. Syamsul Hadi (Prakoso,1984:68)

Beliau menolak penerapan pidana mati dengan alasan sebagai

berikut :

1. Pidana mati sangat final sebab taruhannya adalah nyawa
yang menyangkut hak hidup manusia.

2. Para penegak hukum sendiri adalah juga seorang manusia.
Sehingga membuka peluang teradinya kesalahan dalam
pemidanaan. ronisnya, revisi pemidanaan dalam pidana mati
tidak berlaku karena terpidana telah meninggal dan tidak
mungkin dapat dikembalikan lagi.

3. Pidana mati kurang efektif dalam mancegah kejahatan.

4. Cenderung diskriminatif sebab bagi kalangan bawah ada

kemungkinan tidak mendapatkan bantuan advokasi secara

optimal.
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h. Hendardi (Www.suarapembaruan.com)

Fidana mati sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM

sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal HAM PBE 1948

yaitu :

Pasal 3 : Setiap orang berhak untuk hidup, berhak atas
kebebasan dan keamanan diri pribadinya.

Pasal 5 : Tak seorang pun boleh dikenai perakuan atau pidana
yang aniaya atau kejam yang tidak
berperikemanusiaan atau merendahkan martabat.

i, Usman Hamid (Kompas,28 Februar 2003)

Femerintah menganut standar ganda dalam menyikapi polemik

pidana mati. Ketika Kartini, TKW di Arab Saudi, diancam pidana

mati pemenntah dengan gigih menentang hal tersebut. Ironisnya

di negeri sendii pemerintah mempertegas penerapan pidana mati

dengan adanya penclakan grasi terhadap Nyonya Sumiasih dan

kawan-kawan (2003). Padahal substansi kedua kasus tersebut
ada kemungkinan berpijak pada landasan yang sama yaitu
lemahnya objektifitas penyelidikan dan penjatuhan hukuman yang
salah (fatal emor),

j. Soedarto (Prakoso, 1984:10)
Suatu pidana dapat diukur dari sudut keadilan dan kemanfaatan,
Keadilan yang ingin ditegakkan oleh manusia yang sifatnya tidak

sempurna ini, tidak mungkin merupakan keadilan yang sempuma.



Nyawa adalah milik paling berharga bagi manusia, Hilangnya
nyawa berarti hilangnya manusia itu sendiri. Adakah alasan yang
cukup kuat untuk menghilangkan manusia itu sendiri 7 Kekeliruan
dan pengadilan selalu dapat terjadi dan bila ini tenadi dalam
penjatuhan pidana mati maka tidak ada kemungkinan [2in sama

sekali untuk memperbaiki. Sehingga manfaat dari pidana mati

amat diragukan.

Roeslan Saleh (Prakoso,1984:11)

Sesungguhnya hanya penjara seumur hidup dan lain-lainnya
pidana perampasan dan pembatasan atas kemerdekaan dan
harta kekayaan seseorang sajalah yang dapat dipandang sebagai
pidana. Keadilan akan menambah keluhuran suatu bangsa tetapi
dosa adalah cacat yang paling hina. Pidana mati fidak dapat
ditarik kembali jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Dapat disimpulkan bahwa alasan pokok dar pihak yang

menentang pidana mati adalah :

1.

2.

MNegara seharusnya mempertahankan dan melindungi rakyatnya,
Secara slalistik, pidana mat temyata bdak mampu
menanggulangi laju kejahatan.

Bertentangan dengan hak asasi manusia.

Revisi pemidanaan fidak berlaku sehingga ferkesan

mengesampingkan aspek pembinaan (teori relatif).
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Dani penelitian terindikasi bahwa mayoritas masyarakat pada
umumnya  masih  menginginkan agar pidana  mati tetap

dipertahankan, Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut -

Tabel 2
Kantroversi pidana mati

Jawaban Responden Frekwensi :’
o | % |

Ya 44 ! a8 :

Tidak B . 12 ‘

Total ] &0 i 100 |

Sumber : Data primer, 2004

Sebagian besar responden menginginkan agar pidana mati
tetap dicantumkan sebagai hukuman yang terberat dalam seluruh
peraturan perundang-undangan Indonesia. Asumsi ini didasarkan
pada semakin tingginya kejahatan dengan segala kecanggihan dan
kekejamannya. Di tengah knsis multi dimensi yang melanda bangsa
saat ini, masyarakat mendambakan kehidupan yang aman, tenteram
dan damai. Sementara di sisi lain kejahatan tfidak hanya
menimbulkan kerugian secara materl tapi juga psikologis yang

berkepanjangan.
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4.3, Pidana Mati dalam Perspektif Agama

Fada dasamya semua agama mengajarkan kedamaian bagi
umal manusia. Kejahatan tumbuh dan berkembang sebagai
konsekwensi dan pertarungan antara kekuatan jahat dan baik vang
ada di dunia ini. Ketika kekuatan jahat mendominast alam pikiran
manusia maka seketika itu manusia akan menjadi secrang penjahat.

Eksistensi pidana mati telah tersirat dalam Al Quran sebagai

Kitab Suci umat Islam, Diantaranya adalah sebagai benkut :

Surah Al Bagarah ayat 178 yang artinya kurang lebih sebagai
berikut ;

“Wahai orang-crang yang beriman, diwasjibkan atas kamu
hukum gishash (pembalasan) atas orang-orang vyang
terbunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba
dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Maka
barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudaranva
hendaklah memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan
hendaklah yang diber maaf membayar (divat) kepada yang
member maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian
itu adalah suatu keringanan dan Allah SWT kamu dari suatu
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu
maka baginya siksa yang pedih.”

Surah Al Maidah ayat 33 yang artinya kurang lebih sebagai berikut :

“Sesungguhnya pembalasan terhadap ormang-orang yang
memerangi Allah SWT dan RasulNya dan membuat
kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunub atau
disalib atau dipoiong tangan dan kaki mereka dengan
bertimbal balik atau dibuang dar neger  (tempat
kediamannya).

Surah Al Maidah ayat 45 yang artinya kurang lebih sebagai berikut :

*Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan
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mata, gigi dengan Qigi dan luka-luka pun ada gi
gishasnya maka
melepaskan hak ity menjadi penebus dosa baginya.”

Surah Al lsra ayat 33 ¥ang artinya kurang lebih sebagai berikut :
“Janga_n kamu membunuh manusia yang dilarang Allah,
kecuali derjgan ketenaran. Barangsiapa yang terbunuh
dengan aniaya, sesungguhnya berikan kekuasaan bagi

walinya untuk menuntut bela, tetapi tiada boleh ia berlehin.
lebihan dalam cara membu nuhmya,.”

Maksud dan hukum gishash adalah untuk mendidik atau
member pelajaran kepada masyarakat umum agar mereka tidak
melakukan kejahatan. Dalam konteks gishash ni mengandung unsur
privat. Menurut Imam Malik, yang berhak menuntut dan memaafkan
gishash adalah ahli waris ashabh bi nafsih atas parsetujuan
penguasa (Suithan). Yaitu orang yang paling dekat dengan kerban
baik itu laki-laki maupun perempuan, Apabila korban tidak memiliki
ahli wans maka Sufthan berhak untuk bertindak sebagai walinya,
(Djazuli, 2000:153).

Apabila yang berhak melakukan gishash tersebut banyak dan
sama derajatnya maka dalam hal ini ada dua teori dasar yaitu
1. Penuntutan dan pemaafan merupakan hak penuh setiap ahli

waris secara individu.
2. Penuntutan dan pemaafan merupakan pada hakekatnya
merupakan hak korban. Dan kamena korban tidak dapat

menggunakan haknya secara penuh maka ahli waris secara
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keseluruhan menggantikan kedudukannya atas dasar prinsip

warisg,
Menurut Djazuli (2000:154), Hukuman gishash dapat hapus
karena hal-hal berkut -
1. Hilangnya tempat untuk digishash.
Maksudnya adalah hilangnva anggota badan atau jiwa orang

vang hendak digishash sebelum eksekusi.

2. Pemaafan,
Sebagian ulama berpendapat pemaafan lebih utama daripada
penuntutan. Ini didasarkan pada Surah Al Maidah ayat 45

“Barangsiapa melepskan hak gishashmya maka itu menjadi
penebus dosa baginya.”

3. Perdamaian.
Yang berhak melakukan perdamaian adalah crang yang berhak
atas gishash dan pemaafan. Melalui perdamaian, lerpidana
kadangkala diperbolehkan membayar tanggungan yang lebih
kecil, sama atau lebih besar dan dival (denda).

4. Diwariskan hak gishash.
Hal ini terjadi manakala penuntut dan penanggung jawab gishash
adaiah orang yang sama. Misainya A membunuh saudaranya
sendir yang tidak mempunyai ahlt wans kecual dinnya sendin.

Rasulullah SAW bersabda :

*Jangan kamu menghukumnya dengan hukum Allah, dan
barangsiapa menukar agamanya hendaklah dibunuh”

(Riwayat |Ibnu Abbas)



Dalam pandangan umat Kristiani, menelaah eksistensi pidana
mati akan membawa kita menyusur kembali sejarah Al Kitab. Dalam
Injil Perjanjian Lama memperbaienkan adanya pidana mati sepert
yang tercantum dalam Imamat pasal 24 ayat (16-23) yang gans
besamya adalah "mata ganti mata, gigi ganti gigi”. Namun, dalam Injil
Perjanjian Baru, Yahya pasal 8 ayat (3-11) disiratkan bahwa Yesus
sendiri menolak untuk menyetujui pidana mati. Hal ini dibuktikan
pada saal Yesus mengetahui secrang pelacur yang bemama Maria
Magdalena secara beramai-ramai hendak dilempar batu. Maka

Yesus berseru :

‘Siapa di antara kalian vang merasa tidak berdosa boleh
malempar batu terlebih dulu,” (Prakeso, 1984:70)

Menurut Jansens, penguasa duniawi tanpa dosa boleh
menjalankan pidana mati dengan syarat mereka melaksanakan hal
tersebut tidak karena benci tetapi atas dasar pertimbangan yang
matang. Dengan kata lain negara berhak menjatuhkan pidana mati.
Hal senada diungkapkan oleh Fabius. Menurut beliau bahwa negara
adalah wakil Tuhan untuk menjalankan perintah duniawi. Maka bila
Tuhan dapat mematikan orang negara juga boleh (Hamzah, 1984:65).

Salah secrang fokoh Kristen Protestan, Van der Vies,
menyatakan bahwa pidana mati dapat dibenarkan dengan alasan
untuk jalan Tuhan. Misainya untuk kasus pembunuhan yang telah

direncanakan terlebih dahulu  (Hamzah, 1584:66). Argumen



menda i T I
Sar bagi umat Kristiani dalam menjalankan pidana mati pada

umumnya adalah sebagai pembalasan bagi kejahatan berat Hal ini
didukung oleh adat dan kebiasaan berbagai suku bangsa di dunia ini.
Dari perspektif ajaran Hindu, pidana mat merupakan hal

yang dibenarkan. Hal tersebut termakiub dalam Compendium Hukum
Hindu Buku Vill yaity
Fasal 34 ;
"Barang milik yang hilang dan kemudian didapatkan kembali
oleh pegawai pemerintah akan ditaruh dalam simpanan

pejabatfpejabat q{khusus}- la yang dapat dibuktikan bersalah
mencuri dapat dihukum mati dengan memakai seekor gajah.”

Pasal 323 :

“Bagi orang-orang yang mencuri dar keluarga baik-baik dan
terutama wanita dan permata yang terbaik, yang bersalah
layak mendapat hukuman badan atau hukuman mati =

Pasal 359 :
“Seocrang bukan Brahmana diancam dengan hukuman mati

karena perbuatan berzina, karena isteri dari keempat wama
itu harus dijaga benar-benar.”

Meski demikian penerapan pidana mati yang mengacu pada
kefiga ayat tersebut di atas tidak bersifat mutiak. Menurut Pdt. Gusti
Putu Sukaparti, agama Hindu juga mengenal adanya ajaran Ahimsa
dan Karmapala. Ahimsa mengajarkan kepada umat manusia untuk
tidak menyakiti apalagi membunuh sesama makhluk hidup sebagai
ciptaan Tuhan. Sedangkan Karmapala mengajarkan bahwa setiap

perbuatan yang dilakukan oleh makhluk hidup (termasck manus:a)



kelak akan mendapatkan pembalasan yang setimpal. Manusia tidak
berhak menjalankan pembalasan karena hal tersebut merupakan
wewenang Sang Pencipta, (Wawancara, 19 April 2004)

Ajaran agama Buddha sendiri secara implisit menolak pidana
mat. Dalam ajaran Buddha dikenal adanya PANCA-SILA BUDDH!

yang isinya adalah sebagai berikut -

1. Saya berekad melatih din untuk menghindan pembunuhan

makhluk hidup.

2. Saya bertekad melatih diri untuk menghindan mengambil barang
yang tidak diberkan (mencuri).

3. Saya bertekad melatih diri untuk menghindarn perbuatan asusila.

4. Saya bertekad melatih diri untuk menghindan ucapan yang tidak
benar (berbohong).

5. Saya bertekad melatih difi untuk menghindar makanan dan
minuman yang dapat melemahkan kewaspadaan (kesadaran).

Menurut Saryono, penyuluh agama Buddha Kanwil Depag

Sulawesi Selatan, tidak ada alasan pembenar dalam ajaran Buddha
untuk menghilangkan nyawa makhluk hidup fermasuk manusia,
Sebab Buddha mengajarkan cinta kasih yang universal atau Mettha.
Pelaku pembunuhan akan mendapatkan konsekuensi yang fatal dari
perbuatannya tersebut la diyakini akan pendek umur, mendapat
berbagai penyakit, senantiasa dalam kesedihan dan ketakutan.
(wawancara, 29 Apnl 2004),

Harus diakui bahwa dalam kodratnya sebagai manusia
biasa besar kemungkinan terjadi kesalahan pemidanaan. Sangat
disayangkan bila hal tersebut terjadi dalam konteks pidana mati

Dalam Bab X DANDA VAGGA ayat 137-140 DHARMAPADHA,
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dijelaskan bahwa Seseorang yang menghukum orang yang tidak

bersalah akan segera mempercleh saty diantara sepuluh keadaan
berikut -

1. Penderitaan hebat.

2. Kecelakaan atau luka.

3. Sakit berat,

4. Hilang ingatan

. Ditindak oleh Raja.

6. Mendapat tuduhan yang berat,

7. Kehilangan sanak saudara

8. Harta kekayaannya habis,

9. Punggungnya terbakar,

10. Setelah mati akan hidup di neraka.

55



4.4. Pidana Mati dan Kejahatan

Pidana dan kejahatan merupakan dua komponen yang
memiliki - keterkaitan erat  Korelas; tersebut semakin  menguat
manakaia kita mempertajam analisis mengenai pidana mati dan
kejahatan. Sejak dahulu, pidana mai dianggap sebagai “cbat
mujarab” dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Khususnya
kejahatan yang memiliki efek yang sangat besar. Dalam perputaran
roda sejarah, kebijakan hukum  di berbagai negara masih
mengadopsi paradigma tersebut di atas. Temmasuk diantaranya
adalah Indonesia. Pidana mati masih eksis sebagai pidana pokok
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

Kontroversi berkepanjangan seputar pidana mati merupakan
hal yang wajar bila kita mengacu pada substansi pidana mati itu
sendin. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, pidana mati
bersifat final karena taruhannya adalah nyawa manusia. Tak dapat
dipungkini bahwa kesalahan pemidanaan (wrongful imprisonment)
senantiasa mengiringi perjalanan sejarah pidana mati. Menurut
Edwin M. Borchard, pada tahun 1820 saja dan 200 penjatuhan vonis
yang salah, 16 diantaranya adalah vonis pidana mati (Kompas, 10
Maret 2003). Hal ini fentunya mengingatkan kita kepada kisah klasik
mengenai bukti ketidakberlakuan revisi pemidanaan dalam pidana

mati. Jean Gallas, berkebangsaan Perancis, dituduh melakukan

pembunuhan terhadap anaknya sendin. Dalam perkembangannya



Voltaire  dapat membuktikan bahwa bukan Callas pelaku

Pembunuhan tersebut. Gallas kemudian mendapat rehabilitasi tetapi
hal tersebut sebuah hal yang sia-sia karena beliau telah dieksekusi
dengan menggunakan guiliotine,

Penjatuhan vonis pidana mati oleh hakim mengandung
konsekuensi logis bahwa hakim tidak menemukan sedikit pun hal-hal
yang menngankan terdakwa. Majelis hakim berkesimpulan bahwa
tidak ada sisi positif yang terdapat pada diri terdakwa guna
meringankan ancaman hukumannya. Kejahatan yang telah dilakukan
oleh terpidana merupakan sebuah pembenaran terhadap
pelaksanaan pidana mati.

Hal ini pula yang mendasar wvonis pidana mati oleh
Pengadilan Negeri Maros terhadap Jufri Bin Dahr (2002). Majelis
Hakim tidak menemukan sedikit pun hal-hal yang meringankan
terdakwa. Hal-hal yang memberatkan terdakwa antara lain tidak
menunjukkan rasa penyesalan setelah membunuh ayah kandungnya
dimana hal tersebut dilakukan dengan keji dan tidak
berperikermanusiaan. Padahal terdakwa baru saja menghirup udara
bebas setelah lepas bersyarat dan Lembaga Pemasyarakatan
Palopo juga atas kasus pembunuhan. (Sumber © Pengadifan Negeri
Maros, 2004).

Bila kita mengacu pada realitas dunia peradilan di indonesia,

tak dapat dipungkiri bahwa sangat naif bila nyawa (masalah hidup



dan matl) sesecrang diserahkan begiu saja kepada lembaga yang
masih diragukan kredibilitasnya, Diskriminasi daiam penegakan
hukum masih menggema. Hukum ibarat sebuah pisau, tajam ke

bawah dan tumpyl ke atas. Ada kesan bahwa penoclakan grasi

terhadap enam terpidana mati dalam kasus pembunuhan dan

narkoba di tahun 2003 telah menjadi komoditas palitik. Pemerintah
seolah-clah ingin menegaskan bahwa supremasi hukum telah
ditegakkan. lronisnya, ketegasan tersebut sima sekatika bila
diperhadapkan dengan koruptor kelas kakap dan pelaku kejahatan
berat lainnya seperti pelanggar HAM.

Fakta menujukkan bahwa kejahatan berkembang dengan
segala kompleksilasnya. Kejahatan semakin keji dan tidak
berperikemanusiaan. Penjahat “kerah putih® sanggup merampok
uang negara trilyunan rupiah, Sementara jutaan rakyat Indonesia
masih berada di bawah gans kemiskinan. Seorang pemuda
memperkosa dan membunuh anak di bawah umur kemudian
mayatnya dipotong-potong dan dibuang ke sungai. Kegeraman
mungkin akan muncul disertai sumpah serapah. Tapi hal tergebut
akan menjadi hampa tanpa ada langkah konkrit dalam penegakan
hukurn. Dalam konteks ini maka pidana mati sekali lagi diharapkan
mampu memainkan peranannya secara optimal, Namun hal tersebut
harus dibarengi oleh profesionalisme aparat penegak hukum. Sebab

saat ini tingkat kepercayaan masyarakat tehadap penegakan hukum
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semakin
rendah. Bahkan penerapan pidana mati saat ini pun

dian ;
09ap belum mampu memenyh; rasa keadilan masyarakat,

Indikasi ini terlihat dalam tabel berikut -

Tabel 3
Pidana Mati dan Rasa Keadilan

Jawaban Responden Frel-:'--e;ﬂ |
N %

¥a 13 EE -I

Tidak 37 74 !-

Total =0 100 I

Sumber : Data primer, 2004

D1 tengah ketidakpercayaan masyarakat pada mekanisme
hukum yang ada maka adalah hal yang wajar bila masyarakat
menggelar "pengadilan jalanan” atau “aksi main hakim sendiri’.
MNamun ironisnya metode ini hanya diterapkan pada pelaku kejahatan
"kelas jalanan”. Misainya perampok, pencuri, pembunuh, pencopet
dan lain-lain. Penjahat yang tertangkap tangan dipukuli beramai-
ramai hingga babak belur bahkan tidak jarang seorang penjahat
harus menemui ajalnya dibantai oleh massa. Di beberapa daerah
masyarakat bahkan membentuk lembaga non formal seperti KALBA

(Kabupaten Bantaeng) dan FORBES (Kabupsten Bone dan

sekitamya) sebagai upaya pemenuhan rasa keaddan demi
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menda :
Patkan  kehidupan yang aman dan tenteram. Dalam

melak i
ukan aksinya forum massa tersebut mengindikasikan adanya

PEnerapan pidana mati, Reaksi masyarakat terhadap kejahatan

didasarkan pada teori absolut. Setiap kejahatan yang dilakukan
harus mendapatkan pembalasan yang setimpal. Untuk kasus
pembunuhan dan pencurian (khususnya ternak) bentuk eksekusinya
antara lain dengan pemenggalan leher. Menurut Baddu Tayang,
tokoh masyarakal di Kabupaten Banlaeng, efektifitas dan aksi
tersebut adalah semakin berkurangnya angka perampokan dan
pencurian, khususnya ternak di daerah-daerah tersebut. Masyarakal
Kini bebas melakukan aktifitasnya tanpa diliputi rasa was-was dan
ketakutan. (Wawancara, 4 Aprif 2004).

Secara umum diakui bahwa gambaran di atas belum
membuktikan sepenuhnya bahwa ada korelasi positif antara pidana
mati dengan berkurangnya angka kejahatan. Namun harus disadari
pula bahwa berbicara mengenai penanggulangan kejahatan akan
menyangkut kompleksitas dalam masyarakat itu sendin. Hukum
tidakiah otonom. Hukum senantiasa dipengaruhi oleh berbagai faktor
lain seperti ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain. Ada seribu
satu alasan yang bisa menyebabkan seseorang nekat untuk berbuat
jahat.

Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP, telah menyiratkan

adanya perubahan paradigma berpikir mengenai eksistensi pidana



Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP, telah menyiratkan

ad i i
anya perubahan paradigma berpikir mengenai eksistensi pidana
mali sebagai upaya Penanggulangan kejahatan. Salah satu poin

mendasar tersebut adalah bila dalam jangka waktu 10 tahun pidana

mali tidak dilaksanakan maka ‘olomatis® menjadi seumur hidup.
f'“'“““‘-’-*Dmfs*hukum.gﬂ.Wam'v::e_apmfan.pnp?mma:demm=ar5,r.

Kebijakan ini tentunya mengandung konsekuensi bahwa
pidana mati masih memiliki prospek untuk dipertahankan sebagai
instrumen tertinggi penanggulangan kejahatan dalam hukum positif
Indenesia, meskipun dengan status sebagai pidana bersyarat atau
pidana mati percobaan. Jangka waktu sepuluh tahun diharapkan
meniadi wahana pembinaan dan rehabilitasi bagi terpidana. Hal ini
mengindikasikan bahwa dalam sistern pemidanaan Indonesia
nantinya aspek pembinaan lebih dikedepankan ketimbang aspek
pembalasan.

Secara yuridis sepanjang pidana mat masih tercantum dalam
berbagai peraturan perundang-undangan maka hakim masih memiliki
kewenangan untuk menjatuhkan vonis pidana mati. Namun sekali
lagi hal ini hendaknya dibarengi oleh pofitical will pemerintah untuk
lebih serius dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia,
Karena apalah artinya sebuah sistem yang baik tanpa didukung cleh

aparat peiaksana yang jujur, konsisten dan profesional
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BAB 5 s

PENUTUP Y

5.1. Kesimpulan

Mengacu pada pembahasan pada bab-bab terdahulu maka

dapat disimpulkan beberapa poin penting mengenai prospek pidana

mati sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Eksistensi pidana mati dalam hukum positif di Indonesia memiliki alur
sejarah yang panjang. Jauh sebelum kedatangan imperialisme asing
di abad pertengahan, masyarakat dari berbagai kerajaan nusantara
di masa lampau telah menerapkan pidana mati dalam kehidupan
sosial. Pidana mati telah diatur dalam hukum adat baik secara
tertulis maupun tidak tertulis. Di era kolonialisme Belanda, pidana
mati mulai dikodifikasikan secara nasional. Sebagaimana tertuang
dalam Putusan Kerajaan Belanda tanggal 15 Oktober 1915 Nomor
33, Staatsblad tahun 1915 Nomor 732 jo. Staatsblad tahun 1917
MNomor 497 dan 645 tentang pemberiakuan Wetboek van Strafrecht
voor Indonesie pada tanggal 1 Januari 1918, Hingga detik ini pidana
mati masih merupakan pidana pokok dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana Indonesia.

Kontroversi pidana mati di Indonesia kembali menyeruak di tahun

2003, Penclakan grasi sejumiah sejumlah terpidana mati dalam



kasus pembunuhan dan narkoba membuka kembali lembaran klasik

perdebatan mengenai pidang mati, Pihak yang pro dan kontra

beradu argumen Mengenai eksistensi pidana mati di Indonesia.

Fihak yang pro mengajukan argumen mendasar bahwa pidana mati
masih relevan untuk diterapkan sebab merupakan pidana yang
setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan, representasi fungsi
hukum  dalam  mewujudkan ketenteraman dan  ketertiban di
masyarakat, sebagai shock therapy bagi pelaku kejahatan berat
mencegah terjadinya hukum rimba, serta upaya pemenuhan rasa
keadilan masyarakat terhadap kejahatan di luar batas-batas peri
kemanusiaan. Sementara pihak yang kontra dengan pidana mati
mengajukan asumsi bahwa negara seharusnya melindungi
rakyatnya, secara statistik pidana mati tidak mampu menanggulangi
kejahatan, bertentangan dengan agama dan hak asasi manusia,
revisi pemidanaan tidak berlaku sehingga mengesampingkan aspek
pembinaan.

. Meski secara statistik tidak mampu menanggulangi kejahatan secara
keseluruhan, namun masyarakat tidak seria merta apnon dengan

keberadaan pidana mati. ~Bahkan mereka  kadangkala

‘mengekspresikan” pelaksanaan pidana mat k. S

kejahatan yang terjadi di sekitamya. Pidana mati masih dianggap

bl



. Pidana mati masih memiliki

se | pi I |
bagai pidana yang setimpal bagi pelaky kejahatan yang keiji

tidak berperikemanusiaan

dan

Prospek untuk diterapkan sebagai hukum

posilit Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan masih

mencantumkan pidana mati sebagai pidana maksimal. Hal ini sejalan
dengan opini yang berkembang di masyarakat bahwa untuk
beberapa jenis kejahatan tertentu, pidana mati merupakan pidana
yang setimpal. Secara filosofis, ketika pidana mati diterapkan saja
kejahatan semakin meningkat apalagi bila pidana mati dihapuskan,

Tidak menutup kemungkinan berakunya kembali hukum rimba.

5.2, Saran

Beberapa saran yang dapat saya kemukakan sehubungan

dengan prospek pidana mati sebagai sarana penanggulangan kejahatan

adalah :

1.

Birokrasi dan teknis eksekusi pidana mati hendaknya ditinjau
kembali. Upaya hukum yang berbelit-belit, membuat terpidana mati
harus rela menghabiskan wakiu bertabun-tahun  menantikan
kepastian eksekusinya. Penantian yang lama akan menimbulkan
gejolak psikologis bagi terpidana. Terpidana menjaiani pidana
penjara dan (mungkin} pidana seumur hidup serta pidana mat

sekaligus. Wacana penerapan pidana mati sebagai pidana bersyarat

5



dalam rancangan KUHP akan mengakomadir pertentangan tentang

pidana mati. Bahkan bila pedu, terpidana yang telah menjalani
pidana penjara selama lima tahun dan belum dieksekusi maka
secara olomatis hukumannya diubah menjadi pidana seumur hidup.
Terhitung sejak tanggal penjatuhan vonis oleh hakim.

. Konstruksi ' perumusan berbagai peraturan perundang-undangan
hendaknya mengacu pada standar minimal. Agar putusan hukum
yang telah berkekuatan tetap dapat menventuh rasa keadilan
masyarakat secara optimal. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya
untuk meningkatkan efek jera pemidanaan terhadap para pelaku
kejahatan. Penentuan standar ini hendaknya mengacu pada nilai-
nilai sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Baik itu
yang bersumber dar hukum adat maupun hukum agama. Misalnya
untuk kasus pencurian, maka barangsiapa mengambil barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena

pmﬁan dE"an piidHl'lEl Penj'ara E".iﬂ.m Iiga tﬂhun.
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P
ENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1984

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN OLEH

PENGADILAN Di LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER

Menimbang :

1.

bahwa ketenluan-ketentuan yang berlaku dewasa ini mengenai cara-cara
pelaksanaan pidana mali bagi crang-orang yang dijatuhi pidana mati oleh
pengadilan di lingkungan peradilan umum dan orang-orang, baik militer
maupun bukan mililer yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan di
lingkungan peradilan militer tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kemajuan keadaan serta jiwa Revolusi Indonesia.

Z. bahwa oleh Karena hal tersebut di atas, periu segera mengadakan

penyesuaian;

Mengingat :

1.

Pasal IV Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyal Sementara
Nomor IMPRS/M960 dan Pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara Nomor [IIMPRS/1860;

Pasal 4 dari Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 langgal 239

Desember 1962;
Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 226 Tahun 1863,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PENETAPAN PRESIDEN TE
MATI YANG DI

NTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA
JATUHKAN OLEH PENGADILAN DI LINGEUMNGAN

PERADILAN UMUM DAN MILITER



Bab |
Unium

FPasal 1

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum secara pidana yang

ada lentang penjalanan pulusan pengadilan maka pelaksanaan pidana mati,

yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan

militer, dilakukan dengan dilembak sampai mali. menurul ketentuan-ketentuan
dalarm pasal-pasal berikul,

Bab il
TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN OLEH
PENGADILAN DI LINGKLUINGAN PERADILAN UMUM

Pasal 2
1. Jika tdak ditentukan lain ocleh Menteri Kehakiman, maka pidana mati
dilaksanakan di suatu ftempal di dalam daerah hukum pengadilan yang
menjatuhkan putusan dalam tingkal pertama.
2. Pidana mali yang dijatubkan atas diri beberapa orang di dalam satu putusan,
dilaksanakan secara serempak pada wakiu dan tempat yang sama, kecuall
jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu.

Pasal 3

1. Kepala Polisi Komisarial Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut
dalam pasal 2, setelah mendengar nasihal dar jaksa tinggifaksa yang
bertangoung jawab untuk pelaksanaannya, meneniukan wakiu dan lempat
pelaksanaan pidana miafi.

2. Jika dalam penentuan wakiu dan tempat flu tersangkut wewenang Kepala
Polisi Komisariat Daerah lain maka Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut
dalam ayat 1merundingkannya dengan Kepala Polisi Komisariat Daerah lan
it

3. Kepala Polisi Komisarial Daerah tersebut dalam ayal 1 beranggung jawab
atas keamanan dan kelerliban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan
meanyedi@akan tenaga-tenaga serta alat-alat yang diperfukan untuk itu,



Pasal 4
Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam pasal 3 ayat 1 alau perwira
yang ditunjuk clehnya menghadini pelaksanaan pidana mati tersebut bersama-
sama dengan jaksa tinggifaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaanya.

Fasal 5
Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau o

tempat lain yang khusus ditunjuk oleh jaksa linggujeksa tersebut dalam pasal 4.

Fasal &

1. Tiga kali dua puluh empat jam sebelum sast pelaksanaan pidana mali, jaksa
linggifaksa tersebut memberitahukan kepada ferpidana teniang akan
dilaksanakannya pidana mati tersebur,

2. Apabila terpidana hendak mengemukakan sesualu, maka kelerangan atau
pesannya itu diterima oleh jaksa tingoijaksa tersebut,

FPasal 7
Apabila terpidana hamil maka pelaksanaan pidana mati baru dapat
dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan,

Pasal 8
Pembela terpidana, atas pemmintaannya sendiri atau atas permintaan
terpidana, dapat menghadini pelaksanaan pidana mati.

Pasal 9
Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sederhana
mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.

Pasal 10
1. Untuk pelaksanaan pidana mali Kepala Polisi Komisariat Daerah teresbut
dalam pasal 2 ayat 1 membentuk sebuah regu penambak yang terdin dan
seorang bintara. dud belas orang lamiama di bawah pimpinan seorang
perwira, semuanya dar Brigade Mabile.



. Khusus untuk melakzanakan tugasnya ini, fequ  penambak  tHdak
mempergunakan senjata organiknya.

Regu penembak ini berada di bawah perintah jgksa tinggifjaksa tersebut
dalam pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan pidana mati,

Pasal 11

. Terpidana dibawa ke lempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi
yang cukup.

Jika diminta, lerpidana dapat disenai oleh seorang perawat rohani.

. Terpidana berpakaian sederhana dan tertib.

Selibanya di tempal pelaksanaan pidana mali, komandan dan pengawal

menutup mata si terpidana dengan sehelai kain kecuali jika ferpidana tidak
menghendakinya,

Pasal 12

. Terpidana dapat menjalani pidananya secara berdin atau beriutut,

. Jika dipandang periu, jeksa tinggifaksa tersebut dalam pasal 4 dapat
memerntahkan supaya terpidana dikat tangan serta kakinya afau diikat
kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

Pasal 13
Setelah terpidana siap di tempat di mana dia akan menjalani pidana matl,
maka requ penembak dengan senjata sudah tensi menuju ke tempat yang
ditentukan oleh jaksa tinggijaksa tersebul dalam pasal 4.
 Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat regu penembak tidak
boleh melebihi sepuluh meter dan tidak boleh kurang dari ima meter.

Pasal 14
Apabila semua persiapan lelah selesai, maka jaksa inggijaksa tersebut
datam pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mat.

D n segera para pengiring terpidana menjauhkan din dar lerpidana.

3. Dengan menggunakan pedangnya sebsgsi isyarat komendan regu

e k  memberikan perintah  supaya bersiap  kemudian  dengan
menggerakkan pedangnya ke atas ia memernntahkan regunya untuk



membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentakkan pedangnya ke
bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak,

. Apabila setelah penembakan ilu, terpidana masih memperihalkan tanda-

tanda bahwa dia belum mati, maka komandan regu segera memerintahkan

kepada bintara regu penembak melepaskan tembakan pengakhir dengan
menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di alas
telinganya.

. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan
seorang dokler.

Pasal 15
Untuk penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat
terpidana, kecuali jika berdaszarkan kepentingan umum jaksa fingaijaksa
tersebut memutuskan lain.
. Dalam hal terakhir ni, dan juga lidak ada kemungkinan pelaksanaan
penguburan oleh kelusrganya atau sahabat lerpidana maka pengubiliran
yang ditentukan oleh agamalkepercayaan yang dianut cleh terpidana.

Paszal 16

_ Jaksa tinggifjaksa yang disebut dalam pasal 4 hares mambuat benta acara
daripada pelaksanaan pidana mat,

lsi daripada berita acara itu disalinkan ke dalam surat putusan pengadilan
yang telah mendapat kekuatan pasti dan ditandatangan clehnya, sedang
pada berta acara harus diber catatan yang ditandatangani dan yang
manyatakan bahwa isi berita acara telah disalinkan ke dalam sural putusan
pengadilan bersangkutan. -

_ Zglinan tersebut mempunyai kekuatan yang sama seperti aslinya.



Bab 111
TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN OLEH
PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Faszal 17
Tata cara pelaksanaan pidana maj yang dijatuhkan oleh pengaditan di

lingkungan peradilan militer dilakukukan menundt ketentuan termaksud dalam
Bab | dan Il dengan ketentuan bahwa -

a,

Kata-kata “Menteri Kehakiman® termaksud dalam pasal 2 harus dibaca
“Menter/Panglima Angkatan yang bersangkutan”,

Kata-kata “"Kepala Polisi Komisariat Daerah™ dalam Bab Il harus dibaca
"Panglima/Momandan Daerah Militer”,

Kala-kata “Jaksa Tinggi/Jaksa" dalam Bab || harus dibaca “Jaksa
TentaraOditur Militer”,

Kala-kala “Brigade Mobile® dalam pasal 10 ayal 1 dan “Polisi” dalam pasal 11
aval 1 harus dibaca "Militer”,

Pasal 3 ayat 2 harus dibaca "Jika datam penentuan wakiu dan tempat itu
tersangkut wewenang PanglimaMomandan Daerah Mililer dar angkatan
yang sama atau angkatan lain maka Panglima/Komandan Daerah Militer
tempat kedudukan pengadilan militer yang menjatuhkan pulusan dalam
tingkat pertama merundingkan dengan Panglima alau Komandan dari

angkalan yang bersangkutan.
Pasal 11 ayal 3 harus dibaca, “terpidana, jika seorang miiler maka dia

berpakaian dinas harian tanpa pangkal dan atau tanda-tanda lain.”

Bab IV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Fasal 18
Pidana meti yang dijatuhkan sebelum mulsi beriakunya penetapan ini dan

masih harus dilaksanakan, diselenggarakan  menurul ketenluan-ketentuan

penetapan ini



Pasal 19

Penelapan ini mulal beraky pada hari diundangkan. Agar supaya setiap

orang dapal mengetahuinya memerintahkan PENgUNdangan penetapan
dengan penempatan dalam Lembaran Megara Republik Indonasia,

1]

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Aprd 1964
Presiden Republik Indonesia
thd

SOEKARND
Divndangkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 1564
Sekretans Negara
id

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 Nomor 38



VONIS PIDANA MATI DI INDONESIA
(17 AGUSTUS 1945 - 31 JANUARI 2003)

—

'I NQ PROVINSI TERFIDANA | KASUS
1 | NManggroe Aveh 5 I] E |
_ Darussalam | | |
2 | Sumatera Ulara Avodva Prasad Chaubey ! Narkoba !
i Saclow Prasert | Narkoba |
| : Namsong Sirilak __l Markolw !
! Ahmad Suraji alias Datuk Pembunuhan

Berencana
3 | Sumatera Barat 1. Irwan Sadawa Hia alias Invan Pembunuhan
2. Taroni Hia alias Roni Berencana
4 Riau 1. Aswin Siregar Pembunuhan
2. Rambe Hadipah Faulus Purba | DETERCAna %
i | 3. lmran Sinaga : i
l Bahar bin Satar Pembunuhan
I‘ | Berencana ,
1| 1. Sakak bin Jarmak i Pembunuhan !
. i Berencana
2 Sahran alias Aran bin Jumak
3. Sabran |
{5 | painbs Turmudi bin Kasturi | Pembunuhan |
i Berencana
Harun bin Ajis Pencurian
! dengan
Kekerasan
Sargawi Pencurian
dengan
i | Kekerasan
[} 1] ]
1i l| i Sopian alias Iyen bin Aswar i Pencurian i
| | ! dengan 1
| i | Kekerasan |
' -5, I —_———— = H
i f - ! i bh lias Adi [ Pembunuhan !
! : . fata - Suryadi Swabhuana ali i : .
L& Sumatens SR | Kumis alias Dodi bin Sukarmo Berencana




ST
.| Jurit bin Abdullah I
i Berencana [
| Ibrahim hin Ujang P
Berencana
Lainal Abidin bin Mps. Mahmud Narkoba
‘ Badarucdin
-5 Fi ' KErllulﬁuan Bangka i ] ]
! %llung ! 5 |
]! 8 ! Benghkulu I [ i _}
| 9 | Lampung i Waluva bin Resosentono Pembunuhan |
! i i | Berencana :
W | DK Jakaria Harmoke Dewantoro alias Oki Pembunzhan
| Berencana |
Azhar bin Mubhammad® Pembajakan ;
| Pesawat
Terbang
| Kamiai Khong Travon Markoba .
Chen Tien Chong ™ MNarkoba
5 - Siswanto alias Robot Gedek Pembunuhan
.l- t Berencana dan
! : F Penvimpangan
i : : Seksual !
ir ': L] |
11 | Jawa Barat - e _|l
12 | Banten Meirika Franola alias Ola alias MNarkoba
Tarnia |
| | Muhammad Abdul Hafez MNarkoba .='
Merr Utami Markoba h
Ang Kiem Soe alias Kim Ho alias | Narkoba
Ance Tahir alias Tommy Wijaya
{ Rani Andriani alias Melisa MNarkoba
Aprilia
, | Deni Setia Maharwan alias Rapi | Narkoba i
i | Mohamed Majid | |
| Hansen Anthony Nwaolisa | Markoba
1| ' Ozias Sibanda  Narkoba |
' - Okwudili Avotanze ¢ Narkoba
 Indra Bahadur Tamang ploancobe ]



Namadna Denis

MNarkoba
Edith Yunita Sianturi | Narkoba |
Samuel Iwuchekwu Okove | Narkoba
Nonthaman M. Saicon | Narkoba
4 . Obina Nwajagu Narkoba
' Bunyong Khaosa Ard ! Narkoba i.
13 | Jawa Tengah | Saridi alias Ridi Feml:-:tu.nuhan ;
| ' Mochamad Syamsudin I Pembunuhan
i ! Berencana ,
| Rio Alex Bulo alias Roni Alias | Pembunuhan |
I' Tond |
Karta Cahyadi bin Yongki* | Pembunuhan
Tugiman bin Sikin | Pembunuhan
14 | D Yogyakarta - F' E
15 | Jawa Timur Usen® Pembunuhan
i : | Hengky Tupawel® - | Pembunuhan
H. Kusni Kasdut* | Pembunuhan |
i Roestom alias Hasyim alias Pembunuhan |
d Mursyid alias Ahmad alias ' !—
; Istam” |
Gatot Soetardjo alias Gatot Pembunuhan
| ! Lestardjo* PP '
l 1 Sukarman alias Bedjo alias Adi | Pembunuhan
Saputro®
1. Ny.Sumiasih Pembunuhan
2, Djais Adi Prayitno
3. Sugeng
J Astini { Pembunuhan |
i l_gugianl'ﬂ alias Sugih [ Pembunuhan :
[ | Rahem Agbaje Selami - Narkoba
| %6 | Kalimantan Barat | Dini Syamsuddinaliss Andi | Pembunuhan

i dan Pencurian .

: dengan
| Kekerasan




17 Kahmantan A ub Bul T
| Tengah yub Buli Bil bin Aste Pembunuhan
] Berencana |
18 | Kalimantan , t
Bt gm‘bﬂ 't Ponco kamno alias Pembunuhan |
—— | P'opong bin Sudarto Daud Efendi
AbdullHasan alias Adul bin Pencurian -
Syamsi dengan
RS |
. - . _ i Kekerasan |
19 | Kalimantan D T
Timur - !
| 20 | Sulawesi Utara | 2 :'
21 | Gorontalo - ) E
22 | Sulawesi Tengah Katjong Larannu* Pembunuhan -
Berencana
1. Fabianus Tibo Pembunuhan
2. Dominggus Da Silva alias
Domi
3. Marinus Riwu alias Nus
23 | Sulawesi - -
Ll R
24 | Sulawesi Selatan | Kaseng Nompo alias Paserai Pembunuhan
alias Pabu alias Aseng Nompo
alias Haim Nompo alias Ambo
| Jufri Bin H. Muh. Dahri Pemniiban |
25 | Bali - : .3
26 | Nusa Tenggara a -
Barat
27 | Nusa Tenggara Frederik Soru* Pembunuhan
Timur CGerson Pandie* Pembunuhan
|
Dance Soru Pembunuhan
! 78 | Maluku 2 :
] ! g y
' 29 | Maluku Utara ! : ; - ;
;' 30 i Papua | - - - *I

(sumber : www kejaksaan.go.id)

Egt:mugml i

* - sudah dieksekusi



QUESIONER

PROSPEK PIDANA MATI SEBAGAI SARANA
PENANGGULANGAN KETAHATAN

PETUNJUK : ;
- Tuliskan jawaban Anda pada tempat yang telah disediakan.

Berilah tanda silang (x) pada kotak yang tersedia sesuai dengan jawaban
Anda.

A. IDENTITAS RESPONDEN

» Nama T S

= Usia S tahun

F  Agama BS e e i e e e R

# Jenis Kelamin : [ pria [ wanita

= Pekerjaan

~  Alamat

B. PERTANYAAN

1. Apa yang Anda ketahui tentang hukum pidana di Indonesia ?

2. Jenis-jenis sanksi pidana apa saja yang Anda ketahui ?

3. Tahukah Anda bahwa pidana mati masih berlaku di Indonesia ?
1 Y¥Ya sumber informasi : .I ..........................................
(1 Tidak :

4. Setujukah Anda dengan penerapan pidana mati dalam hukum nasional ?

1 Ya
[J Tidak



capEs EENE R R TTERE A dE g
............................
.......
......
.......
___________
lllllllll

Bila Anda setuju, maka delik (indak pidana)
ebih dari satu)

divonis pidana mati ? (jawaban baleh ] |
separatisme dan sebagainya)

Kejahatan terhadap negara {makar,
Menghasut terfjadinya huru-hara (provokator).
Pembunuhan berencana.

Pencurian dengan kekerasan.

Pembajakan.

Kejahatan seksual.

Korupsi

00000000

P | F- 11414779 B
6. Bila Anda tidak setuju, maka solusi apakah yang tepat untuk menanggulangi
kejahatan?

--------------------------
....................................................................

----------------------------------------
........................................................

------------------------
..................................
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

7. Apakah penerapan sanksi pidana mati selama ini telah memenuhi ras
keadilan Anda ?
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Terima Kasily -
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Jalan Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219 - 873459 {157

MAKASSAR i\

l,:,,l:-I-"'.".E‘_In-r

b

+ 7
<
o

SURAT KETERANGAN
Nomor : Kw.21.1/5TL.01/420/2004

yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : Drs. H. AGUSSALIM. 8

NIP . 150 177 036

Pangkat/Golangan : Penata Tk. I ( 1II'd )

Jabatan . Kepala Sub, Bagian Umum pada Bagian Tata

Usaha Kanwil Dep. Agama Prov Sul -Sel

Dengan ini menerangkan Bahwa:

Nama *: AWALUDDIN MUHAMMAD

MNomor pokok : B11199 128

Program + Strata SatwTlmu Hukum

Jurusan/Bagian - Hukum Pidana

Alamat -J1. Dr. Ratulangi No. 173 Kab. Maros

Adalah Mahasiswa Universitas Hasanuddin yang telah melaksanakan Penelitian pada
Kantor Wilayah Dep.Agama Prov. Sul-Sel Dalam rangka penyusunan skripsi dengan
judul “PROSPEK PIDANA MATI SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN

KEJAHATAN “ |
Demikan Surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana meshnya.

Makassar, 29 April 2004




NGADILAN TINGGI MAKASSAR

| AN JEND.URIP SUMOHARDJO KM.4
TFLIFON (0411) 448365 FAX, 448366
KUTAMA DYA MAKASSAR 902332

SURAT KETERANGAN
Nomor : W15.D1,UM.01.10- 24 /2004

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : NGANRO HASBY, S.H
NIP : 040015 600
Pangkat/Golongan  : PEMBINA (IV/d)
Jabatan : PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI
MAKASSAR
dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : AWALUDDIN MUHAMMAD
Nomor Pokok : B11199128
Program 1 Strata Satu/ llmu Hukum
Jurusan/ Bagian : Hukum Pidana
Alamat : Jalan Dr. Ratulangi No. 173 Kab, Maros

adalah Mahasiswa Universitas Hasanuddin yang telah melaksanakan Penelitian pada
Kantor Pengadilan Tinggi Makassar. Dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
“PROGPEE  PFIDANA MATI  SEBAGAIL SARANA PENANGGULANGAN

KEJAHATAN". :
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 27 Februari 2004

Lz RErA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
‘/’fﬁ EL_ NITERA/SEKRETARIS
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KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI| SELATAN
MAKASSAR

ﬁ E— — —~ I I
ﬂr : E-f?,? /R.4.4/Euh/03/2004 Makassar . 03 Maret 2004
sifat - Biasa
Lampiran :--- KEPADA YTH:
Perihal  : Penelitian D DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
Dl -
MAKASSAR

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ; 348/304.7 3/PL.06/04
tanggal 08 Pebruari 2004 perihal tersebut pada pokok surat diatas , maka
kami menyampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa |

NMama - AWALUDDIN MUHAMMAD
Momor Pokok ‘B lII99 128

Program : Strata Satu / llmu Hukum
-JIJI'US-EIF'.I { Bagian : Hukum Pidana

Alamat : JI. DR.Ratulangi No.173 Maros

telah melaksanakan penelitian berupa wawancara secara langsung tentang
prospek pidana mati sebagai sarana penanggulangan kejahatan .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
AN ASISTEN TINDAK-FTDANA UMUM

A, SH
NIP. 230014254
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:EP::'EI'ﬁSE:l;ﬁH KAJATI SULSEL (sebagai laporan);
2 YTH. AS WAS KEJATI SULSEL,
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PENGADILAN NEGERI MAROS

Jalan DR. Radylangl No. 26 Kode Pos 890155
Telepon (0411) 371317 Fax. {0411) 371318 Maros

SURAT KETERANGAN

. ‘__'—!-_—"
Namr @ W15.D11.1M.02, CIE-—,lqu;"EEIUil

Yang bertanda tangan di bawah ini

i “ 2.1 3 : IRS, JMAEDT, SH

2. N1 P : ﬂﬂfltlﬂ]lldﬁ

2. Danglatr 551, Puona i Penalx III/C )

4, "yhatan . Panil'ﬂ-**:al‘n Mida Pidana
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Pengadilar Meger? Merpe

Pencrangkan bahwa yarg namsya tersebut 4i babawek ini

1. Mama : PIOLLTOTM 24 HAkAmT

2 Mo, Polck » B.aYloagipne

.0 Eagrap ¢ Skrata Setu /) Ilmo BPulam

2. durusan / Bagian : Hulum Pidana

6. Al ama.t ; J1. TR, Rotulangi Mo. 173 Kab.

Maros

tel=h melakukan ponclitian pads Kantor Pm:,rai].an Megeri
Maros dengan Judul Fenelitian “ Prospek pidana Mati sebagai
Sarana Penaggulangan Kejahatan ™

Cempidian Surat keterangan ied dibost untuk diperqunakan
seharaimana mestinya.

Myrgs, 17 M=i 2004

Panitera / SBekretaris,

T NIP. 040041048



